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ABSTRACT 

Name 	: Denny Kurniawan 
Study Programe : Master of Notary 
Title 	: Validity Of Process For The Transfer Of Right Over Land As 

Security For The Repayment Of Debt Without The Presence Of 
Written Security Binding Agreement 
(Case Analysis On The Decision Of Bogor District Court Number 
35fPdt.G12006/PN. Bgr) 

Since the effective application of Law Number 4 of the Year 1996, the binding of 
security in the form of right over land is stipulated by means of Indonesia Mortgage 
Right institution. The main issue being analyzed is the inclusion of the National Land 
Agency in the Court Decision Number 35fPdt.G/20061PN.BGR as Co-Defendant and the 
National Land Agency is instructed to conduct the registration of transfer of right as well 
as Court decision which declares the validity of security for the full repayment of debt 
with a collateral in the form of certificate of right over land which is conducted in a 
privately drawn up document and which is not processed in accordance with the 
provisions of Law No. 4 of the Year 1996 and its implementing regulations. The method 
of research being used is normative juridical documentary study, by collecting and 
analyzing secondary data, in the form of literature and statutory regulations related to 
security institution especially Mortgage Right institution. The result is set out in the 
conclusion that the inclusion of Land Office as one of the Defendants in the case of 
default of a loan with the security in the form of right over land which is made by 
privately drawn up document is not the appropriate legal action because the Land Office 
absolutely does not have any relation whatsoever with the procedure for the binding of 
security conducted by the Plaintiff and the Defendant. Asserting claim for right over 
land based on security binding agreement without legal procedure in accordance with 
Law No. 4 of the Year 1996 can only be taken by means of ordinary civil claim process. 
Claim through court does not have any expiry period in accordance with the negative 
publication principle which is being adhered to in the concept of land law in Indonesia. 
The Injunction of Decision of Bogor District Court constitutes a contradictive 
consideration in its relation to the sale of land as security because if the right of the 
Plaintiff is to carry out a sale, then, it must be by means of public sale (auction) 
procedure, in accordance with the prevailing provisions. 

Key Words: 
Indonesia mortgage right institution, binding agreement, court decision 
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ABSTRAK 

Nama 	Denny Kumiawan 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul 	Sahnya Proses Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan 

Hutang Tanpa Adanya Peijanjian Pengikatan Jaminan Tertulis 
(Analisis Kasus Putusan PN Bogor Nomor 35/Pdt.G2006/PN.Bgr) 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pengikatan 
jaminan berupa hak atas tanah diatur melalui lembaga Hak Tanggungan. Permasalahan 
pokok yang dianalisis adalah disertakan Badan Pertanahan Nasional dalam Putusan 
Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/20061PN.BGR ikut dijadikan sebagai Turut Tergugat dan 
diperintahkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak serta keputusan Pengadilan 
yang menyatakan sah jaminan pelunasan hutang dengan jaminan sertipikat hak atas 
tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dan tidak diproses sesuai dengan ketentuan 
UU No.4 Tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan 
menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan lembaga jaminan khususnya lembaga Hak Tanggungan. 
Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa menyertakan Kantor Pertanahan sebagai 
salah satu Tergugat dalam kasus cidera janji hutang pihutang dengan jaminan hak atas 
tanah yang dilakukan di bawah tangan bukan merupakan tindakan hukum yang tepat 
karena Kantor Pertanahanan sama sekali tidak ada kaitannya dengan prosedur 
pengikatan jaminan yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat. Melakukan gugatan 
hak atas tanah dalam pengikatanjaminan tanpa prosedur hukum yang sesuai dengan UU 
No. 4 Tahun 1996 hanya dapat dilakukan melalui proses gugatan perdata biasa. Gugatan 
melalui pengadilan tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa sesuai dengan asas 
publikasi negatif yang dianut dalam konsep hukum tanah di Indonesia. Amar Putusan 
Pengadilan Negeri Bogor merupakan pertimbangan yang kontradiktif dalam kaitannya 
dengan penjualan tanah sebagai jaminan karena jika hak Penggugat untuk melakukan 
penjualan harus melalui prosedur pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kata kunci: 
Perikatan, hak tanggungan, putusan pengadilan 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pinjam meminjam uang telah menjadi bagian dan kehidupan masyarakat. 

Bagi pihak yang meminjamkan uang atau kreditor, kepastian akan kembalinya uang 

yang dipinjamkan 	itu dalam arti pihak peminjam atau debitor akan 

mengembalikannnya sesuai dengan waktu yang disepakati merupakan pertimbangan 

utama dalam memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada debitor. Dengan 

tujuan agar pihak kreditor memiliki kepastian hukum dalam hal pengembalian 

pinjaman itu maka sebagian besar kreditor mensyaratkan adanya pengikatan jaminan. 

Salah satu bendajaminan atas hutang yang sering dipergunakan adalah tanah. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Tanah (Undang-

Undang Hak Tanggungan), pengikatan jaminan berupa hak atas tanah diatur melalui 

lembaga Hak Tanggungan sebagaimana diatur undang-undang tersebut yang 

menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak 

1 
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berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu terhadap kreditor1. 

Salah sam ciii Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksaan eksekusinya, jika debitor cidera janji karena walaupun secara umum 

ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara perdata yang berlaku 

akan tetapi Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur secara khusus ketentuan 

eksekusi Hak Tanggungan melalui lembaga parate eksekusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (H.l.R) dan Pasal 258 

Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.2  

Dalam praktiknya., lembaga Hak Tanggungan yang memiliki kepastian 

hukum itu path umumnya digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan khususnya 

bank pemberi kredit dan masih sangat jarang dipergunakan oleh perorangan dalam 

transaksi pinjam meminjam di masyarakat padi umumnya. Padahal, lembaga Hak 

Tanggungan tidak hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang berbentuk badan 

hukum seperti bank tetapi juga dapat dipergunakan oleh kreditor perorangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Pemberi Hak Tanggungan athlah orang perseorangan atau badan hukum 
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, VU No. 4 Tahun 1996, L.N. Tahun 1996 No. 42, T.L.N. No. 3632. 
Psi. 1 Angka 1. 

2  Ibid, Penjelasan Umum, Angka 8 Alinea Pertama. 
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(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams ada pada pemberi 
Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. 

dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa "Pemegang Hak Tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang."3  

Berdasarkan penelaahan pendahuluan terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Bogor Nomor 35/Pdt.G/ 20061PN.Bogor yang akan dianalisis dapat disimpulkan 

bahwa pam pihak adalah perseorangan yang telah melakukan pinjam meminjam 

uang dengan jaminan hak atas tanah (Sertipikat) tanpa melaksanakan ketentuan dan 

prosedur pembebanan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun sesungguhnya pihak-pihak 

perseorangan termasuk yang dinyatakan sebagai pemberi atau pemegang hak 

tanggungan yang diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan seperti diatur dalam 

Pasal 8 dan 9 tersebut di atas. 

Dalam kasus itu pada intinya dapat dikemukakan bahwa Kreditor yang 

kemudian menjadi Penggugat telah meminjamkan uang kepada Debitor yang 

kemudian menjadi Tergugat dan akan dikembãlikan dalam waktu 2 (dua) tahun. 

Dalam proses pinjam meminjam tersebut tidak me!alui prosedur hukum yang 

berlaku, jangankan melakukan pengikatan jaminan dengan mempergunakan lembaga 

hak tanggungan, prosedur hukum yang paling sederhana sekalipun seperti perjanjian 

3 Th1d, PsI.8 dan 9. 
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utang piutang di bawah tangan tidak dibuat oleh kedua belah pihak. Barn kemudian 

setelah debitor wanprestasi membuat pengakuan hutang secara di bawah tangan. 

Karena debitor dinilai tidak beritikad balk dalam menyelesaikan utangnya 

yang telah berlangsung sekitar 8 (detapan) tahun sejak batas waktu yang 

diperjanjikan maka kreditor menganggap bahwa penyelesaian hutang itu hanya bisa 

dilakukan dengan mengalihkan hak atas tanah milik debitor kepada kreditor. Untuk 

tujuan itu, maka kreditor tidak hanya melakukan gugatan kepada debitor tetapi juga 

menyertakan Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor sebagai Turut Tergugat dengan 

memohon Pengadilan agar memerintahkannya untuk mengalihkan hak atas tanah 

yang dimaksud di atas dengan alasan bahwa Kantor Pertanahan Kodya Bogor telah 

melakukan pemindahan hak atas tanah kepada pihak yang membelinya dari debitor 

yang dilakukannya dengan meminjam sementara sertipikat ash yang dipegang oleh 

Debitor sebagai jaminan. 

Dapat dipahami apabila kemudian Kantor Pertanahan Kodya Bogor sebagai 

Turut Tergugat menilai bahwa gugatan yang disampaikan oleh kreditor sebagai 

penggugat adalah tidak logis dan tidak memiliki landasan hukum dan menyatakan 

tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan penggugat. 

Diantara bantahan yang disampaikan kantor pertanahan tersebut antara lain 

menyatakan proses pemindahan hak atas tanah itu telah sesuai dengan prosedur 

hukum yang berlaku berdasarkan akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT 

sebagaimana diatur dat am Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1 997) yang berbunyi sebagai berikut: 

4 
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Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak 1ainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 
didaftarkanjika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.4  

Sementara itu, menurut hukum pertanahan perjanjian pinjam meminjam yang 

dibuat antara penggugat dan tergutat dinilai tidak mengakibatkan pembebanan hak 

tanggungan karena tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan yaitu antara lain:5  

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa 

pemberian hak tanggungan wajib dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

oleh PPAT, 

Pasal 44 ayat (1) PP No. 24/1997 yang mengatur bahwa pembebanan hak 

tanggungan hanya dapat didaftarkan di kantor pertanahan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa 

pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) han 

kerja setelah penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah PP No. 24 Tahun 1997 L.N. 
Tahun 1997 No. 50, TLN. No. 3696.. PsI. 37 ayat (1) 

Pengadilan Negeri Bogor. Salman Pulusan Nomor 35/Pdt.G/2006/P/NBogor. Tanggal 14 
Desember 2006. hal. 15. 
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4. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa kantor 

pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti adanya hak 

tanggungan. 

Selain itu, kantor pertanahan mengemukakan bahwa pemberi dan pemegang 

hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum seperti diatur dalam Pasal 8 

dan 9 Undang-Undang Hak Tanggungan yang seharusnya dapat dilakukan juga oleh 

para pihak dalam kasus mi. 

Menelaah bantahan Kantor Pertanahan Kodya Bogor dengan argumen 

hukumnya seperti terurai di atas menunjukkan betapa lemahnya kepastian hukum 

bagi kreditor yang memegang sertipikat tanah sebagai jaminan atas piutangnya tanpa 

melakukan pembebanan hak tanggungan seperti diatur oleh Undang-Undang Hak 

Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya. Di sisi lain, walaupun telah dilakukan 

pembebanan hak tanggungan yang sesuai hukum tidak berarti kreditor akan terlepas 

sepenuhnya dan kemungkinan timbulnya permasalahan hukum di kemudian han 

karena kompleksnya permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam kaitannya 

dengan hak atas tanah. 

Untuk meminimalkan resiko dari pengikatan jaminan hak atas tanah, Arie 

Hutagalung mengingatkan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebèlum 

ditandatanganinya akad kredit antara lain: 

1. Sistem publikasi negatif 

Seseorang yang namanya tercantum di dalam suatu sertipikat atas tanah 
tersebut dianggap selaku pemilik yang sah atas tanah namun sepanjang dapat 
dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain maka dengan suatu keputusan 
Pengadilan kepemilikan tanah itu dapat dibatalkan. 
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2. Asas pemisahan horizontal 

Dalam asas mi seorang pemiliki tanah dan atau benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah di atas suatu bidang tanah belum tentu sama dengan 
pemilik tanah itu. 

3. Title Search 

Pengecekan mengenai legalitas sertipikat hak atas tanah yang dijadikan 
jaminan hutang, apakah'asli, palsu atau aspal. 

Apakah di atas tanah tersebut terdapat beban-beban lain seperti adanya 
Hak Tanggungan lain, blokir atau sedang dalam sengketa. 

4. Persetujuan istri atau suami untuk Indonesia 

Hal mi diperlukan khusus untuk jaminannya, karena adanya ketentuan pasal 
35 dan 36 (2) dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama, dan perbuatan hukum mengenai harta bersama harus 
mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. 

5. Persetujuan Komisaris/pemegang saham bila diperlukan 
Apabila debitor adalah Perseroan Terbatas (PT) hams diperhatikan apakah 
untuk menggunakan tanah yang merupakan asset PT tersebut hams 
mendapatkan persetujuan Komisaris atau pemegang sahamnya, karena 
biasanya dalam Anggaran Dasar suatu PT dinyatakan bahwa perbuatan 
hukum untuk meminjam dan menjaminkan asset PT hams ada persetujuan 
Komisaris/pemegang saham. 

6. Status pemilik dan calon pemilik tanah dan bangunan 
Dalam hal pemilik atau calon pemilik tanah dan bangunan yang dijaminkan 
mempunyai isteri atau suami berkewarganegaraan asing, maka menurut pasal 
35 UU No.1/1974 jo. pasal 21(3) UUPA, statusnya akan menjadi tanah 
negara apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dialihkan atau 
dilepaskan.6  

Apabila kreditor dapat memperhatikan dan menelitinya secara cermat 

terhadap hal-hal yang diuraikan di atas diharapkan kreditor tidak akan menemui 

resiko kerugian di kemudian han terutama apabila debitor wanprestasi. 

Walaupun demikian, terhadap resiko kerugian karena tidak dipenuhinya 

prosedur hukum pembebanan hak tanggungan masih terbuka peluang bagi kreditor 

untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Peluang itu ada karena Badan 

6  Arie.S. Hutagalung. "Tanah Sebagai Jaminan Hutang Dan Kaüannya Terhadap Elthekusi" 
dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masa!ah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum 
Indonesia (LPHI), 2005. hal.332 dan 333 
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Pertanahan Nasional dalam jenjang yang sesuai dengan kewenangannya wajib 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

Menurut Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

110-591 Tanggal 19 Februari 1999 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak 

Atas Tanah Negara yang terkait dengan pembatalan hak atas tanah itu dijelaskan 

bahwa keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hams 

dilaksanakan. Dalam hubungan dengan keputusan pengadilan mi hendaknya 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Putusan Pengadilan tersebut haruslah tegas-tegas memerintahkan pembatalan 

keputusan pemberian hak yang bersangkutan, 

Apabila terdapat keragu-raguan atau diperlukan penafsiran mengenai maksud 

putusan pengadilan tersebut hendaknya hal tersebut dikonsultasikan Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN.7  

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 35/Pdt.G/ 20061PN.Bogor yang 

akan dianalisis terkait dengan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau 

penetapan pengadilan diatur dalam Pasal 55 PP No. 24/1997 yang pada intinya 

adalah sebagai berikut: 

Badan Pertanahan Nasional, Surat Menteri Negara Agraria! Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 110-591 Tanggal 19 Februari 1999 perihal Penyampaian Perataran Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 7999 tentang Pelimpa/ran Kewenangan 
Pemberian dan Pembagalan Keputusan Pemberian Hak Alas Tanah Negara. Diktum 5 angka 2) 
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Untuk keperluan pendataan, Panitera Pengadilan wajib memberitahukan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua 

Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya pembahan pada data mengenai 

bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada 

buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan 

daftar-daftar Iainnya. 

Pencatatan karena adanya putusan pengadilan dapat dilakukan juga atas 

permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salman resmi putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salman 

penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya 

kepada Kepala Kantor Pertanahan.8  

Dalam kasus yang dianalisis telah terjadi pembebanan hak yang dilakukan 

dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi 

kemudian memperoleh haknya berdasar keputusan pengadilan 

B. POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam 

membahas tulisan mi, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, 

maka disusun beberapa permasalahan. 

Adapun pokok perinasalahan dalam tulisan mi adalah sebagai berikut: 

8  Indonesia, PP 24 Tahun 1997 Op.Cit., Pasal 55. 

9 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



Mengapa Badan Pertanahan Nasional dalam putusan pengadilan Nomor 

35/Pdt.G/2006/PN.BGR ikut dijadikan sebagai turut tergugat dan 

diperintahkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak? 

Mengapa Hakim dalam putusan pengadilan nomor 

35/Pdt.G/20061pN.BcIR menyatakan sah proses pengalihan hak atas tanah 

sebagai jaminan petunasan hutang atas perjanjian pengikatan jaminan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? 

C. METODE PENEL1TIAN 

Penelitian mempergunakan metode penelitian kepustakaan dengan maksud 

untuk melakukan penelitian terhadap data sekunder. 

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk 

menghimpun data dan sumber-sumber sebagai bérikut: 

1. 	Bahan hukum primer yang terdiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda 

yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya serta Putusan 

Pengadilan Negeri Bogor No. 35IPdt.G/20061PN.BGR. Bahan-bahan mi 

dipergunakan untuk mencari landasan hukum dari permasalahan yang 

diteliti. 
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2. 	Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, jumal ilmiah dan artikel 

ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian pinjam-meminjam dengan 

jaminan tanah dan pemindahan hak atas tanah. Bahan hukum sekunder mi 

dipergunakan untuk memperoleh landasan teori dari permasalahan yang 

diteliti. 

3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum tersier mi 

dipergunakan untuk mencani anti dari istilah yang dipergunakan dalam 

penelitian mu. 

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan 

secara deskriptif sehingga hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Hasil penelitian mi disusun dalam sebuah tesis yang terdiri da.ri tiga bab, 

dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ningkas disusun dengan sistematika 

sebagai benikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab mi berisi uraian tentang latar belakang permasalahan yang dibahas 

dalam tesis mi, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

11 
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BAB IL PEMBAILASM 

Dalam bab mi diuraikan tinjauan pustaka mengenal perjanjian pengikatan 

jaminan, peralihan dam pembebanan hak atas tanah yang meliputi pengertian, 

persyaratan serta mekanisme perjanjian pengikatan jaminan, peralihan dan 

pembebanan hak atas tanah yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta menguraikan pula kewenangan dari PPAT selaku 

pejabat yang berwenang di dalam proses perjanjian pengikatan jaminan, peralihan 

dan pembebanan hak atas tanah disertal dengan pembahasan atas Putusan Pengadilan 

Negeri Bogor No. 35/Pdt.G/20061PN.BGR 

BAB III PENUTUP 

Dalam bab mi akan disajikan kesimpulan-kesimputan yang diperoleh dari hasil 

pembahasan atas materi tesis sesuai dengan permasalahan yang telah dituangkan 

dalam Pendahuluan beserta saran-saran. 
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BAB LI 

PEMIBAHASAN 

A. ASPEK ILUKUM PERJANJIAN 

1. Hukum Perikatan 

a. Lahirnya perikatan 

Perikatan melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Rumusan 

tersebut membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan 

yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas 

setiap perikatan orang perorangan dan atau badan hukum tersebut. Demikianlah 

rumusan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara lengkapnya 

menyatakan bahwa segala kebendaan, yang bergerak dan tak bergerak milik debitor, 

balk yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-

perikatan perorangan debitor itu. 

Sumber Hukuin pertama atas hukum perikatan adalah bersumber pada Pasal 

1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdãta, yang merupakan pasal pertama dalam 

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, yang menyatakan 

bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang", selain perjanjian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan 

bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang. Dengan pemyataan i, pembuat 

undang-undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dalam lapangan harta 
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kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik terjadi karena dikehendaki oleh pihak yang 

terikat dalam perikatan tersebut, maupun secara yang tidak dikehendaki oleh orang 

perorangan yang terikat (yang wajib berprestasi) tersebut. Untuk itu maka 

selayaknyalah setiap orang hams berhati-hati dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap 

tindakan yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, atau keadaan tertentu dapat berubah 

menjadi hubungan hukum, dikehendaki atau tidak oleh pihak lain, yang karena dan 

oleh undang-undang diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi. 

Perikatan yang tahir bukan dari penjanjian mi secara prinsipil agak berbeda 

dari penikatan yang Iahir dari penjanjian, yang selama memenuhi ketentuan Pasal 

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih 

lanjut dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hingga Pasal 1337 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta berbagai macam peraturan perundang-

undangan lainnya yang bersifat memaksa benlaku sah bagi mereka yang membuatnya 

(Datam hal ml perlu diperhatikan bahwa sebagian besar ketentuan yang terdapat 

dalam Bab lv Buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk Pasal 1320 

hingga Pasal 1327 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersifat memaksa dan 

ketentuan-ketentuan yang merupakan unsure-unsur esensialia dari setiap bentuk 

peijanjian yang diatur dalam Bab V hingga Bab XVII Buku III Kitab Undang-

undang Hukum Perdata juga bersifat memaksa). Dan karena sifatnya yang berbeda 

itulah maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penikatan yang lahir 

secara khusus tanpa diperjanjikan mi, juga diatur secara khusus pula, yaitu dalam 

Bab III Buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata i bawah judul besar "Tentang 

Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Demi Undang-Undang". 
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Dalam dua ketentuan awal dibawah ketentuan Bab ifi Buku ifi Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat dijumpai dua rumusan pasal yang 

menyatakan bahwa Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul 

dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Pasal 1353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 

perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan 

orang, terbit dari perbuatan hatat atau dari perbuatan melanggar hukum. 

Dalam konteks Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut 

dapat kita lihat bahwa undang-undang membagi perikatan yang lahir dari undang-

undang ke dalam:9  

perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata; 

perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan atau tindakan 

manusia. 

Dalam golongan yang pertama, termasuk didalamnya peristiwa hukum, 

seperti rnisalnya kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli 

warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewanis) kepada para 

kreditomya, atau keadaan hukum, seperti yang terjadi dalam hal diputuskannya 

pemyataan pailit., yang melahirkan suatu keadaan dimana pihak yang dinyatakan 

pailit kehilàngan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang disita (untuk 

kepentingan umum) akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajibanya kepada 

9 Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cet. Kedua 
Jakarta: PT RajaGraftndo Persada, 2004. Hal 4 
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para kreditor secara pari passu dan pro rata sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 

tersebut di atas. 

Jadi dalam hal tersebut di atas, dikehendakj atau tidak dilakukan atau 

tidaknya suatu tindakan atau perbuatan hukum, karena terjadinya peristiwa hukum 

atau keadaan hukum tersebut, maka undang-undang demi hukum melahirkan 

kewajiban dalam lapangan harta kekayaan bagi pihak-pihak yang terkait. Seperti 

telah diberikan contohnya diatas, perikatan yang lahir hanya dari undang-undang 

saja, sangat banyak kita temukan dalam lapangan hukum kekeluargaan dan hukum 

kebendaan. 

Terhadap golongan yang kedua tersebut, Pasal 1353 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata membaginya lagi ke dalam: '° 

perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia atau 

orang perorangan yang diperkenani(an oleh undang-undang, yang halal, yang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia 

atau orang perorangan yang melanggar undang-undang, yang tidak 

diperkenankan oleh hukum, yang melawan hukum. 

Kedua penggolongan terakhir inilah yang kita temukan pengaturannya secara 

lebih tenperinci dalam ketentuan Bab III Buku III Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, mulai dari Pasal 1354 hingga Pasal 1358 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang mengatur tentang pengurusan kepentingan orang lain tanpa perintah 

dari orang yang bersangkutan (zaakwaarneming), Pasal 1359 hingga Pasal 1364 

'° Ibid. Hal. 5 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pembayaran yang tidak terutang 

(overschuldigde betaling, condictio indebit:), yang mengakibatkan terjadinya 

penambahan kekayaan secara tidak sah pada pihak lainnya (unjust enrichment), dan 

mengenai tindakan atau perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian 

sebagai akibat kesalahan atau kelalaian orang perorangan tertentu atas 

tanggungjawabnya sendiri, maupun yang dilakukan oleh orang perorangan yang 

berada dalam pengawasan atau perwalian,, ataupun karena kebendaan yang berada 

dalam penguasaan atau pemilikan dari seseorang, yang menerbitkan kerugian pada 

pihak lain (tort, onreclumatige daad). 

2. Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian 

Berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku Kedua tentang Benda pada 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menganut sistem tertutup, terbatas dan 

mutlak, ketentuan-ketentuan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan dan khususnya 

Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian 

suatu sistem terbuka dan bebas. Seperti telah oleh banyak kalangan pemerhati hukum 

perjanjian bahwa adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian 

bersumber kepada Pasal 1338 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya." Subekti menafsirkan bunyi pasal tersebut 

sebagai berikut: 
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Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-
olah berisikan suatu pemyataan kepada masyarakat bahwa kita 
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau 
tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang 
membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain: Dalam 
soal perjanjian, kita diperbofehican membuat undang-undang bagi kita 
sendiri. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila atau 
sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-
perjanjian yang kita adakan itu. 11  

Mariam Darus Badruizaman, memahami kata "semua" dalam Pasal 1338 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dengan ungkapan sebagai berikut: 

"Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian balk yang namanya 
dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan 
berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu 
kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. 
Penjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata mi mempunyai kekuatan yang mengikat.12  

Asas kebebasan berkontrak yang melekat dengan Hukum Perjanjian dan 

lebih dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak mi membeni kebebasan 

sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk mengadakan 

perjanjian sesual dengan kehendak para pihak yang berjanji. Asas terbuka 

kebebasan yang seluas-luasnya (beginsel der contracsvrjheid) untuk mengatur 

dan menentukan isi suatu perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum 

dan kesusilaan. Bahkan dimungkinlcan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara 

yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat di 

Subekti. Hukwn Perjanjian. Cet. 20., Jakarta: Inter Masa, 2004 . h. 14. 
12 

 Mariam Darus Badruizarnan et.aI. Kompilasi Hukum Perikagan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. h. 84. 
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dalam pasal-pasal hukum perjanjian.13  Karena itu, hukum perjanjian dapat 

disebut juga sebagai hukum pelengkap (aanvulend rechtloptional law) dengan 

maksud bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian akan berperan untuk 

dipergunakan apabila para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang 

dibuatnya. Lebih dari itu, para pihak pembuat perjanjian diperbolehkan untuk 

mengesampingkan pasal-pasal yang ada dalam hukum perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau undang-undang. Selaras 

dengan itu, Munir Fuady menyatakan sebagai benikut: 

Hukum kontrak pada prinsipnya tergolong kedalam hukum mengatur. 
Artinya bahwa hukum tersebut barn berlaku sepanjang para pihak tidak 
mengatumya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengatumya secara lain 
dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa 
yang diatur sendini oleh para pihak tersebut. Kecuali undang-undang 
menentukan lain.'4  

Disisi lain, pasal-pasal dalam hukum perjanjian akan melengkapi "dengan 

sendininya" terhadap hal-hal yang tidak atau lupa diatur dalam perjanjian yang 

dibuatnya. Untuk maksud itulah, adanya Pasal 1339 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata membenikan pedoman bagi para pembuat perjanjian dengan 

bunyi sebagai berikut: 

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut 
sifat peianjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang.' 

13  Rai Wijaya. Merancang Suatu Kontrak: Contrac Drafting; Teori dan Prakiek Edisi 
Revisi. Bekasi: Megapoin, 2004. h. 33. 

14  Munir Fuady. Hulaun Konirak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2001. h. 30 

is Indoensia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjernahan Soebekti dan Tjitrosudibio, 
edisi revisi, Cet. 27 Jakarta: Pradnya Paramita, 1995. Ps. 1339 
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Dalam prakteknya, masyarakat awam yang bertindak sebagai para pihak 

dalam membuat suatu perjanjian tidak mampu dan atau tidak mau memikirkan 

secara terperinci mengenai berbagai ketentuan dan persyaratan yang hams 

dipatuhi oleh para pihak dalam perjanjian seth berbagai kemungkinan terjadinya 

peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi masing-masing 

pihak. Mereka hanya menetapkan hal-hal pokok yang dianggap pentmg saja. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, Munir Fuady'6  mengemukakan bahwa para pihak 

bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, dan 

tidak dilarang oleh undang-undang, dan 

sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan 

sepanjang tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. 

Asas kebebasan berkontrak mi merupakan refleksi dari sistem terbuka 

(open sistem) dari hukum kontrak tersebut. 

Munir Fuady menunjuk Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata sebagai landasan adanya sistem terbuka atau kebebasan berkontrak dalam 

hukum perjanjian, Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja menunjuk Pasal 1320 

angka 4 yaitu "suatu sebab yang tidak terlarang" sebagai salah satu syarat sahnya 

perjanjian dalam hubungannya dengan bunyi Pasal 1337 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila 

16  Munir Fuady. Loc.cit. 
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dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum".17  Tampaknya,, Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja 

memakai aksioma bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang itu boleh, sedangkan 

Subekti dan Munir Fuady memakai aksioma bahwa segala sesuatu itu boleh 

kecuali yang dilarang. Bunyi pasal-pasal tersebut memberikan gambaran umwn 

bahwa pada dasarnya semua perjanjian itu dapat dibuat dan diselenggarakan oleh 

setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada 

salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum saja yang dilarang. Menurut Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, causa 

yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan 

dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang 

melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, 

atau dilaksanakannya (atau tidak dilaksanakannya) suatu perbuatan tertentu. 

Hukum tidak pernah berhubungan dengan dan tidak perlu mengetahui apa yang 

melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi 

yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum!8  

Berlakunya sistem terbuka atau kebebasan berkontrak dalam perjanjian 

tefah menimbulkan bertambahnya jenis-jenis perjanjian yang semakin beragam 

dan terus berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan kebutuhan 

masyarakat dalam hubungannya antara satu sama lainnya sehingga jenis-jenis 

17  Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja. Op.cit. h. 48. 
18  Ibid h. 47 
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perjanjian yang secara khusus diatur dalam masing-masing bagian pada bab 

kedua buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat lagi 

meliputi seluruhjenis perjanjian yang berkembang di masyarakat yang kemudian 

para ahli melahirkan istilah perjanjian bernama untuk jenis-jenis perjanjian yang 

diatur khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perjanjian tidak 

bernama untuk peijanjian yang tidak diatur khusus. Untuk ha! mi Mariam Darus 

Badruizaman menjelaskan sebagai berikut: 

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu 
perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalain Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jutnlah perjanjian 
mi tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-
pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian 
pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian mi di dalam 
praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan 
perjanjian atau partij otonomi.19  

Hukum Perdata sebagai induk Hukum Perjanj Ian, adalah hukum yang 

mengatur kepentingan perorangan. Di dalam suasana setelah tahun 1945, rumus 

mi mendapat identitas "hukum yang mengatur kepentingan perseorangan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Rumus mi telah 

mendorong dilakukannya pembahasan yang Iebih mendalam mengenai hubungan 

individu dan masyarakat dalam Hukum Perdata Nasinal. Di dalam Hukum 

Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, yang 

mampu memelihara keseimbangan liii tetap perlu dipertahankan yaitu 

"pengeinbangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan hidup lahir dan 

batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Di 

19 Maiiani Darus Badruizaman. Op.cit. h. 67. 
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dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak mi semakin sempit jika 

dilihat dari segi kepentingan umum, segi perjanjian baku (standar) dan segi 

perjanjian dengan pemerintah.20  

3. Perjanjian Utang Piutang 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pinjam meminjam uang 

termasuk sebagai salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam pada umumnya. 

Menurut Yahya Harahap, segala ketentuan yang mengatur "segala barang pada 

umumnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Namun hal itu diakui bahwa membahas pinjam meminjam uang dengan 

mempergunakan pasal tersebut sebagai landasan hukum akan agak 

membingungkan.21  

OIeh karena itu, hukum kredit lebih populer dipergunakan untuk melakukan 

tinjauan terhadap aspek hukum perjanjian utang piutang. Mengutip Simorangkir, 

Daeng Naja memberikan rumusan bahwa "kredit adalah pemberian prestasi 

(misalnya, uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi 

páda waktu mendatang"22  Kredit merupakan hasil kesepakatan antara si pemberi 

kredit dengan si penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka sating 

menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. 

Terdapat unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai hal-hal yang prinsip 

dalam transaksi kredit, yaitu:23  

20  Ibid. h. 85, 86 dan 87. 
21  Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung, Alumni, 1996) hal. 299. 

22 HR Daeng Naja, Hukum Kredii dan Bank Garansi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 
hal. 124. 

23  Ibid. hal. 125. 
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Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya 

keyakinan dari kreditor bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh 

debitomya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. 

Waktu, berarti bahwa antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali oleh 

debitor tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan tetapi dipisahkan oleh 

tenggang waktu. 

Resiko, yang berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan 

terkandung resiko di dalamnya, yaitu resiko yang terkandung dalam jangka 

waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal mi berarti 

semakin panjang waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut. 

Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara kreditor dengan 

debitor mengenai pemberian kredit, maka path saat itu pula akan terjadi suatu 

prestasi dan kontra prestasi. 

Atas dasar unsUr-unsur kredit tersebut di atas maka benda jaminan yang 

dibenikan oleh debitor kepada kreditor path dasarnya bertujuan untuk Memberikan 

keyakinan kepada kieditor bahwa debitor akan dapat mengembalikan pinjamannya 

sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sehingga terhindar dari resiko kerugian 

karena tidak kembalinya piutang dengan kemungkinan paling jelek kreditor hanya 

memerlukan waktu tertentu sampai kemudian kontra prestasi yang wajib dilakukan 

oleh debitor dapat terpenuhi melalui jaminan yang diberikannya. 

4. Wanprestasi 

Wanprestasi (default atau non fuilfilment), atau disebut juga dengan istilah 

breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban-kewajiban 
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sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak 

tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanj Ian yang bersangkutan.24  

Tindakan wanprestasi mengandung konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi 

pihak yang dirugikan sehingga menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 

memberikan ganti mgi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun 

yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi mi dapat terjadi 

karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian). 

Berbeda tentang hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan 

hukum, hukum perjanjian tidak begitu membedakan apakah suatu perjanjian tidak 

dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya 

tetap sama, yakni pemberian ganti mgi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. 

Kecuali tidak dilaksanakan perjanj Ian tersebut karena alasan-alasan memaksa, yang 

umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk 

sementara atau selama-lamanya.25  

Di samping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya 

sesuai ketentuan dalam perjanjian, maka pada umumnya (dengan beberapa 

perkecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila 

tidak ditentukan lain dalam perjanjian atau dalam Undang-undang maka 

wanprestasinya debitor resmi terjadi setelah Debitor dinyatakan lalai oleh kreditor 

(ingebrekestelling) yakni dengan dikeluarkannya akta lalai oleh pihak Kreditor (Pasal 

1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

24 Mr Fuady. Op. Cii. hal 87. 
25  Ibid. hal. 88 
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Ada berbagai bentuk terjadinya keadaan dimana ada pihak tidak memenuhi 

prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Mengenai 

bentuk-bentuk atau model-model wanprestasi tersebut, Munir Fuady26  menjelaskan 

bahwa ada 3 (tiga) model wanprestasi yaitu; wanprestasi berupa tidak memenuhi 

prestasi, wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi dan wanprestasi berupa 

tidak sempuma memenuhi prestasi. 

Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempuma memenuhi prestasi, dalam 

ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan Doktrin 

Pemenuhan Prestasi Substansial (Substansial Performance). Yang dimaksud dengan 

Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan 

bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempuma, 

tetapi j ika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka 

pihak lain hams juga melaksanakan prestasinya secara sempuma. Apabila suatu 

pihak tidak melaksanakan prestasinya secara subtansial, maka disebut telah tidak 

melaksanakan perjanjian secara material (material breach). 

Apabila subtansial performance telah dilaksanakan terhadap perjanjian yang 

bersangkutan maka tidak berlaku lagi doktrin exceptio non adimpleti contractus, 

yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila suatu pihak tidak melaksanakan 

prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Misalnya, 

jika seorang pemborong mengikat perjanjian dengan pihak bouwheer untuk 

mendirikan sebuah bangunan, misalnya dia hanya tinggal memasang kunci bagi 

26 Jbid hal89sId9l. 
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bangunan tersebut sementara pekerjaan-pekeijaan lainnya telah selesai dilakukannya, 

maka dapat dikatakan dia telah melaksanakan perjanjian secara substansial. 

Sementara kunci yang tidak dipasang pada bangunan tersebut bukan berarti dia telah 

tidak melaksanakan perjanjian secara material (material breach). Hal yang sama 

dapat diterapkan dalam perjanjian jual beli bangunan yang akan dibangun ketika tiba 

waktunya yang diperjanjikan untuk menyerahkan bangunan. 

Akan tetapi tidak semua perjanjian dapat diterapkan doktrin pelaksanaan 

perjanjian secara substansial. Untuk perjanjian jual beli atau perjanjian yang 

berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan perjanjian secara 

substansial tidak dapat diberlakukan. 

Untuk perjanjian-perjanjian yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi 

secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering 

disebut dengan istilah-istilah strict performance, full performance, dan perfect tender 

rule. Jadi, berdasarkan doktrin pelaksanaan perjanjian secara penuh mi, misalnya 

seorang penjual menyerahkan barang dengan tidak sesuai (dari sëgala aspek) dengan 

perjanjian, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut. Melalui 

pemberlakukan doktrin pelaksanaan perjanjian secara substansial dapat mengetahui 

apakah tidak terlaksananya perjanjian merupakan material atau tidak, masalalmya 

sangat relatif dan dalam praktek sangat ditentukan oleh kebijaksanaan hakirn yang 

mengadili perkara yang bersangkutan. 
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B. HAK JAMENAN ATAS TANAII 

1. Aspek Hukum Jaminan 

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat 

diperhatikan bahwa umumnya dipersyaratkan adanya penyerahanjaminan utang oleh 

pihak peminjam (debitor) kepada pihak pemberi pinjaman (kreditor). Jaminan utang 

dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau 

berupa janji penanggungan utang yang disebut sebagai jaminan perorangan. 

Pemahaman tentang hukum jaminan terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku baik yang dikodifikasikan maupun dalam 

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum jaminan. Hukum 

yang dikodifikasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), sedángkan dalam bentuk undang-

undang, antara lain UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-undang Hak 

Tanggungan), dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UT] Fidusia). 

Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata t merupakán 

salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang 

kedudukan harta debitor atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pihak kreditor akan semua harta yang 

bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian han. Pihak 

pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang 

akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian han. 

Jika ternyata, seseorang atau suatu badan hukum memiliki kewajiban kepada 

lebih dari satu pihak maka Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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mengatumya sebagai berikut: 

Kebendaan tersebut (seperti diatur dalam Pasal 1331 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata) menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 
mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 
menurut keseimbangan, yaitu menurut besarnya kecilnya piutang, masing-
masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah 
untuk didahulukan. 

Ketentuan tersebut di atas, bermaksud mengatur bahwa setiap pihak yang 

memiliki piutang yang pelunasannya bergantung kepada jaminan yang sama, hams 

mendapatkan hak pembayaran dengan pengaturan sebagai berikut:27  

pari passu yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang 

didahulukan; 

prorata atau proposional, yang dihitung berdasarkan path besamya piutang 

masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan 

terhathp seluruh harta kekayaan debitor tersebut. 

Para kreditor dengan hak pari passu dan prorata tersebut di atas dinamakan 

kreditor konkuren. Kemudian yang dimaksud dengan kreditor yang didahulukan 

dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hulcum Perdata dan dijelaskan dalam Pasal 

1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "Hak untuk didahulukan di 

antara pam kreditor terbit dari hak istimewa,, dari gadai dan dari hipotik". 

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada 

seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi danipada kreditor Iainnya yang 

semata-mata berdasarkan kepada sifat piutangnya.28  Kreditor yang diistimewakan 

disebut sebagai kreditor preferens. 

27 Kartini Mutyadi dan Gunawan Wijaya. Op Cii. Hat. 2 
28 Indonesia, KUH Perdata, Op.Cii. PsI. 1134. 
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Hak istimewa dapat dimiliki oleh kreditor karena memiliki piutang yang 

diistimewakan baik piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu 

sebagaimana diatur secara terperinci dalam Pasal 1139 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata maupun piutang yang diistimewakan terhadap seluruh kebendaan 

sebagaimana diperinci dalam Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta 

kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata disebut gadai dan hipotik yang kemudian jaininan yang terkait 

dengan tanah diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungandan benda bergerak 

dalam UU Fidusia. 

Selain Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-undang Hak 

Tanggungandan UU Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa 

ketentuan penjaminan utang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

antara lain sebagai berikut:29  

Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, yang menetapkan tentang lembaga jaminan yang dapat 

dibebahkan atas tanah dan disebut Hak Tanggungan. 

Pasal 12A Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang mengatur mengenai 

pembelian objek jaminan kredit oleh bank pemberi kredit dalam rangka 

penyelesaian kredit macet debitor. 

Pasal 12 Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang 

menetapkan mengenai pembebanan hipotik atas pesawat udara dan helikopter. 

29  M. Bahsan. Hukum Jaminan: Jaminan Kredit Perbankan Indonesia; Jakarta: 
RajaGrafindo, 2007. hal. 69. 
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Pasal 49 Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang 

menetapkan mengenai pembebanan hipotik atas kapal. 

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, yang menetapkan 

tentang agunan untuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

Syariah oleh Bank Indonesia kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan 

jangka pendek. 

Sesuai dengan topik bahasan yang terkait erat dengan masalah jaminan tanah 

maka hukum jaminan hak atas tanah akan menjadi perhatian dalam pembahasan 

berikutnya. 

2. Jaminan Yang Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus 

1) Jaminan yang bersifat umum 

Landasan hukum dari jaminan yang bersifat umum adalah Pasal 1131 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa 

segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik 

yang sudah maupun yang barn akan ada dikemudian han, menjadi tanggungan untuk 

segala penikatan perseorangan. 

Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa kebendaan milik debitor 

tersebut menjadi jaminan secara bersama-sama bagi para kreditor. Hasil penjualan 

dari benda-benda milik debitor dibagi berdasarkan besar kedilnya piutang para 

kreditor terkecuali apabilajika diantara para kreditor tersebut ada yang memiliki hak- 
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hak istimewa untuk didahulukan.3°  

Jaminan yang bersifat umum ml timbul dari suatu perjanjian kredit yang tidak 

disertai dengan pengikatan jaminan terhadap kebendaan tertentu atau dengan kata 

lain sebagai kredit tanpa jaminan. Perlindungan hukum terhadap kreditor yang 

memberikan kredit tanpajaminan antara lain sebagaimana ketentuan path Pasal 1131 

di atas. 

2) Jaminan yang bersifat Khusus 

Jaminan khusus athlah setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual yaitu 

yang terbit dari perjanjian tertentu sebagaimana dimaksud oleh pam pihak yang 

membuat perjanjian dan bukan perjanjian yang lahir karena undang-undang. 

Dalam garis besarnya jaminan khusus mi dapat dibedakan antara jaminan 

kebendaan dan jaminan perorangan. Pengikatan jaminan kebendaan melahirkan 

lembagajaminan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara 

lain: 

a) Hipotek 

Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak, untuk 

mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Pada 

hakikatnya, hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mengikat seluruh benda tak 

bergerak yang dijaminkan.3' 

° Indonesia, KUH Perdata Op.Cit Ps. 1132 dan 1133 

31  Siswanto Sutojo. Menangai Kredii Bermasalah; Konsep, Teknik dan Kasus. Jakarta: 
Pustaka Binaman, 1997. Pressindo, Hal 245 
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Hak Tanggungan 

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan: 

"Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang 
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dan 
perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian hutang 
tersebut."32  

Tahapan pengikatan jaminan melalui pemberian hak tanggungan secara 

garis besar adalah: 

- 	Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT, selanjutnya 

- 	Pendaftaran oleh Kantor Pertanahan. 

Gadai 

Pengertian dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas 

suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain 

atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil 

pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, 

dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda 

setelah digadaikan.33  

Fidusia 

Undang Undang No. 42 Tahun 1999 memberikan rumusan sekaligus 

menjelaskan perbedaan antara pengertian fidusia dengan Jaminan Fidusia, pada 

Pasal 1 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan 

32  Indonesia, Undang-undang Hak Tanggungan, UU No.4 Tahun 1996 LN No. 42. tahun 
1996, Pasal 10 ayat I 

Subekti dan Tjitrosudibio, op.cii Ps. 1150 
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hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan 

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak balk yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagalinana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya34. 

Dari definisi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa Fidusia dibedakan dan 

Jaminan Fidusia, di mana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak 

kepemilikan sedangkan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam 

bentuk fidusia. 

e) Cassie 

- "Cassie" adalah penyerahan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan 

jaminan suatu kredit. Secara yuridis formal "cassie" barn berlaku jika adanya 

persyaratan minimal sebagai berikut: 

- Atas pengalihan tagihan, hams dilakukan suatu perjanjian "cassie", balk 

dengan akta otentik maupun dengan akta dibawa tangan. 

- Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari tertagih bahwa 

hak atas tagihan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. 

- Adanya penyerahan nyata dan bukti kepemilikan atas piutang tagihan dan 

yang berhak sebelumnya kepada yang menenima hak tagihan tersebut. 

34  Indonesia. Undang Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. LN Tahun 
1999. No.168 Ps. I angka I dan 2 
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3. Jaminan Perseorangan atau Jaminan Perusahaan 

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa kesanggupan dari seseorang 

pihak ketiga untuk ikut menjamin dalam memenuhi kewajiban-kewajiban debitor 

termasuk pelunasan utangnyajika debitor yang bersangkutan wanprestasi. Jaminan 

perorangan mi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1820 

sanlpai dengan pasal 1850. Pasal 1820 memberikan pengertian penanggungan 

hutang sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna 

kepentingan kreditor, mengikatkan din untuk memenuhi penikatannya pada saat 

orang itu sendini tidak dapat memenuhinya. 

Jarninan perorangan dapat berupa jaminan oleh seseorang sebagai pnibadi 

yang disebut Jaminan Perseorangan (Personal Guarantee) atau jaminan dan 

badan usaha yang disebut Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee). Perbedaan 

yang paling mendasar di antara keduanya adalah dalam hal akibat hukum dan 

kesediaan seseorang sebagai pnibadi untuk membenikan jaminan (Personal 

Guarantee) dan kesediaan seseorang yang bertindak untuk dan atas nama 

perusahaannya (Corporate Guarantee). 

Baik jaminan perseorangan maupun jaminan perusaahaan sama-sama 

berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak 

dan kewajiban penanggung utang. Salah satu ketentuan itu adalah Pasal 1831 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si penanggung 

tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, 

sedangkan benda-benda si berutang mi lebih dahulu disita untuk melunasi 

utangnya. 

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa baik penanggung 
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perseorangan maupun penanggung perusahan wajib membayar sisa hutang yang 

tidak terlunasi oleh debitor yang ditanggungnya dengan jumlah tanpa batas 

terkecuali j ika diperjanj ikan adanya batasan jumlah. Permasalahan muncul apabila 

penanggung tidak mampu melunasi sisa hutang debitor. Dalam hat jaminan 

perseorangan sudah barang tenth penanggung akan terikat dengan ketentuan Pasal 

1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Segala harta benda balk yang ada 

maupun yang akan ada dapat dituntut oleh kreditor agar dipergunakan untuk 

membayar sisa hutang debitor yang ditanggungnya. Berbeda dengan jaminan 

perusahaan yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas misalnya diatur oleh Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu 

pertanyaan yang patut dikaji apakah Direksi memitiki kewenangan bertindak 

untuk dan atas nama perseroan untuk menjadi company guarantor bagi utang 

debitor yang berjumlah besar mengingat ketentuan Pasat 88 ayat (1) Undang 

Undang No.1 Tahun 1995 yang menyatakan; "Direksi wajib meminta persetujuan 

RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian 

besar kekayaan perusahaan". Melakukan penanggungan hutang memang bukan 

tindakan menjaminkan kekayaan perseroan akan tetapi mempertaruhkan kekayaan 

perusahaan untuk kepentingan debitor yang ditanggungnya. Bagi perseroan 

terbuka selain dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor I Tahun 

1995 mendapat pengaturan khusus dari keputusan-keputusan Bapepam sebagai 

implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Walaupun secara hukum dapat dibedakan di antara keduanya tetapi dalam 
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praktek seringkali memiliki korelasi yang erat antara satu dengan yang lainnya. 

Dari pengamatan penulis selama bertugas di bagian Dokumentasi dan Administrasi 

Kredit P'F. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk., pengikatan secara personal 

guarantee yang dilakukan terhadap key person dan pemegang saham perusahaan 

dapat berjalan dengan baik karena mereka itu memang yang sangat bertanggung 

jawab terhadap kemajuanlmundurnya perusahaan. Adapun pengikatan secara 

company guarantee terhadap pemegang saham danlatau grup usahanya. 

Dalam perkembangannya, ada beberapa perusahaan tertentu yang akan diikat 

dengan company guarantee tersebut meminta agar jumlah penanggungan dibatasi 

hanya sebesar jumlah saham yang diniilikinya pada perusahaan tersebut. Bahkan 

untuk perusahaan yang sudah masuk bursa (go public) biasanya menolak jika 

dipersyaratkan menjadi coorporate guarantor. 

Sebagaimana telah dimakiumi bersama, sekalipun bank telah memegang 

surat-surat agunan, apabila kredit itu bermasalah dan macet, bank tidak serta merta 

dapat mengeksekusi agunan tersebut, jalan yang ditempuh cukup panjang. Terlebih-

lebih apabila nasabah yang bersangkutan berkilah danlatau ingkar untuk tidak 

bersedia melepas agunannya, melaluijalan pengadilanjuga tidak gampang. 

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsurjaminan pemberian kredit, 

apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas 

kemampuan debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, 

proyek atau hak tagth yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Mengenai 

pentingnya suatu jaminan bagi kreditor (bank) atas suatu pemberian kredit, tidak lain 

adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam 
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tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut. 

Keberadaan jaminan kredit (colateral) merupakan persyaratan guna 

memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Path prinsipnya, tidak selalu 

suatu penyaluran kredit harus disertai dengan penyerahan jaminan kredit, sebab jenis 

usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitor pada dasarnya sudah merupakan 

jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja suatu kredit yang dilepas 

tanpa agunan akan memi[iki resiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai 

mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal itu 

terjadi, pihak bank akan dirugikan karena dana yang disalurkan memiliki peluang 

tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Berarti kredit tersebut macct tanpa ada asset 

dari nasabah yang dapat menutup kerugian yang tidak terbayar. Sementara itu, jika 

ada agunan, pihak bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan 

memanfaatkan jaminan tersebut. Masalah colleteral dapat menjadi pelik jika tidak 

disikapi dengan seksama. 

4. Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah 

a. Hipotik sebelum terbitnya Undang-Undang Hak Tanggungan 

Menurut ketentuan Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

pengertian hipotik adalah "Suatu kebendaan atas beñda-benda tak bergerak untuk 

mengambil penggantian dari untuk pelunasan suatu perikatan35". Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa hipotik merupakan hak kebendaan yaitu dapat dipertahankan 

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Psi. 1162 
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terhadap siapapunjuga, dapat diperalihkan dan lain-lain.36  

Lembagajaminan hipotik mengandtrng ciri-ciri sebagai berikut:37  

Merupakan perjanjian yang accessoir terhadap adanya perjanjian pokok sehingga 

adanya tergantung pada perjanjian pokok dan demikian juga dengan hapusnya 

perjanjian pokok. 

Mempunyai sifat zaak gevolg yaitu hak hipotik itu senantiasa mengikuti 

bendanya dalam tangan siapa benda itu berada atau droit de suite. (Pasal 1163 

ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang lain atau droit de preference 

(Pasal 1133 dan 1134 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

Obyeknya adalah benda-benda tetap yaitu yang dapat dipakai sebagai jaminan 

adalah benda-benda tetap, baik yang berwujud maupun yang berupa hak-hak atas 

tanah. 

Hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan utang atau verhaalsrecHak 

Tanggungan dan tidak mengandung hak menguasai atau memiliki bendanya, 

namun diberi hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaannya sendiri 

bendanya manakala debitor wanprestasi (Pasal 1178 ayat (1) dan ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata). 

Selama UU yang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 UUPA 

beluin terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik 

36  Sri Soedewi Masjchoen Sof'.an. Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta:Liberty, 
1981. hal.6 

"Ibid HaI.27 
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sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan 

Credietverband tersebut dalam Stb. 1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan 

Stb. 1937 No. 190.38  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selaina periode waktu terbithya 

UUPA sampai dengan terbitnya Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Jaminan 

atas tanah masih tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Stb. 1908 No. 542 jo Stb. 1937 No. 190. Yaitu misalnya 

mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul dad adanya hubungan hukum itu, 

mengenai asasasas Hipotik, mengenai tingkatan-tingkatan Hipotik, janji-janji dalam 

Hipotik dan Credietverband. 

Sedangkan mengenai segi formilnya dari Hipotik dan Creditverband yaitu 

mengenai cara pendaftaran dan pembukuan tanahnya, cara 

pembebanannyalpemberian Hipotik dan Credietverband, cara pendaftaran Hipotik 

dan Credietverband dan cara peralihan Hipotik dan Credietverband hams menurut 

ketentuan UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sistem hukum tanah 

yang diatur dalam UUPA mempunyai pengaruh terhadap obyek, subyek dan kapan 

mulai berlakunya hak-hak Hipotik dan Credietverband. Di mana persyaratan formil 

tadi adalah berlainan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Menurut Soedargo Gautama, sistem UUPA juga merupakan pengaturan bagi 

hak-hak kebendaan atas tanah. Karena menurut UUPA hak milik, hak guna 

bangunan, hak guna usaha itu mempunyai sifat dapat diperalihkan dan dapat 

38 IbicL hal. 57. 
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dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana tersimpul dalam Pasal-pasal 20, 28, 

35 UUPA dan juga dari Pasal-pasal 25, 33, 39 UUPA. Maka Soedargo Gautama 

menyimpulkan bahwa "Dalam UUPA secara jelas terdapat pengertian-pengertian 

tentang sifat kebendaan dan bahwa hak-hak atas tanah mempunyai zakelijk 

karakter".39  

Dalam Pasal 1163 ayat 2 Kitab Undang-undang Ilukum Perdata ditentukan 

dengan tegas sifat droit de suite dari Hipotik yaitu bahwa hak Hipotik itu senantiasa 

mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada. Sifat droit de suite itu 

tidak hanya mengenai hak Hipotiknya melainkan juga mengenai hak kewenangan 

untuk menjual benda jaminan dan hak eksekusi, manakala debitor tidak memenuhi 

kewaj ibannya. 

Melalui Pasal 51 UUPA, sudah disediakan lembaga hak jamiñan yang kuat 

yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai 

pengganti lembaga Hipotik dan Credietverband. Akan tetapi selama 36 tahun sejak 

mulai berlakunya dan sebelum terbitnya Undang-Undang Hak Tanggungan, lembaga 

Hak Tanggungan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum 

adanya undang-undang yang mengaturnya secara lengkap sesuai yang dikehendaki 

oleh ketentuan Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA. Karena masih diberlakukan ketentuan 

Hipotik sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Indonesia dan ketentuan Credietverband dalam Staatsblaad 1908-542 

39  Soedargo, Gautama. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung: 1973, 
No. 47 
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sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblaad 1937-190, sepanjang mengenai 

hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan UU Pokok Agraria.4°  

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas berasal 

dan zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku 

sebelum adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok-pokok ketentuannya 

tercantum dalam UU Pokok Agraria dan dimaksudkan untuk diberlakukan hanya 

untuk sementara waktu, yaitu sambil menunggu terbentuknya undang-undang yang 

dimaksud oleh Pasal 51 diatas.4' 

Oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas Hukum 

Tanah Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan 

yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hakjaminan sebagai akibat dari kemajuan 

pembangunan ekonomi. Akibatnya ialah timbulnya perbedaan pandangan dan 

penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanakaan hukum jaminan atas 

tanah, misalnya mengenai pencantuman title eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan 

lain sebagainya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang 

memberikanjaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.42  

Dengan diundangkannya Undang-undang Hak Tanggungan maka kita akan 

maju selangkah dalam mewujudkan tujuan UU Pokok Agraria membangun Hukum 

Tanah Nasional, dengan menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai 

4° Indonesia. U1J No. 4 Tahun 1996., Op.Cit, Penjelasan Umum No. 2 Alinea kesatu 

' Ibid. No. 2 Alinea kedua 
42  Ibid. No. 2 Alinea ketiga 

42 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

b. Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lain.43  

Dalam Penjelasan UU No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan adalah hak 

jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan 

diutaniakan kepada kredit tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dat am arti, bahwa 

jika debitor ciderajanji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui 

pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-

kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak 

mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum 

yang ber1aku. 

41  Ibid.. Ps. 1 ayat(1) 

44  Ibid Penjelasan Umum No. 4, Alinea kedua. 
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C. KETENTUAN DAN LANDASAN HUKUM HAK TANGGUNGAN 

1. Pengertian Hak Tanggunan 

Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang kuat karena diatur 

oleh undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan dan mengatur berbagai hal berkenaan dengan lembaga hak 

tanggungan yang cakupannya meliputi objek Hak Tangungan, pemben dan 

pemegang Hak Tanggungan, tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan 

hapusnya Hak Tanggungan,eksekusi Hak Tanggungan, pencoretan Hak 

Tanggungan, dan sanksi administratif. 

Sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, Hak Tanggungan 

mengandung asas-asas, antara lain seperti berikut mi. 

a. Kedudukan yang diistimewakan bagi Pemegangnya (Droit de preference) 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Hak Tanggungan adalah hak 

jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan 

diutamalcan kepada kredit tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa 

jika debitor ciderajanji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui 

pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-

kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak 

mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku. 
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b. Mengikuti Objek yang Dijamin45  (Droit de Suite). 

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau 

accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada satu perjanjian utang 

piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh 

adanya piutang yang dijamin pelunasannya. 

Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, Hak 

Tanggungan yang menjaminnya, karena hukum beralih pula kepada kreditor tersebut. 

Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak memerlukan akta PPAT, tetapi 

cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan 

itu dilakukan pada buku-buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dijadikan 

jaminan. 

Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila 

karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus. 

Dalam hal mi pun pencatatan hapusnya Hak Tanggungan yang bersangkutan cukup 

didasarkan pada pemyataan tertulis dari kreditor bahwa piutang yang dijaminnya 

hapus. 

Pada buku-buku Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan 

mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertipikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, 

yang disebut pencoretan atau Iebih dikenal sebagai "roya", dilakukan juga pada 

buku-buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. 

Sertipikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali 

kepada pemegang haknya. 

41  ibid. Angka 8 
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Dengan tidak mengabaikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, kesederhanaan administrasi pendaftaran Hak Tanggungan, selain 

dalam hal peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin, juga tampak pada hapusnya 

hak tersebut karena sebab-sebab lain, yaitu karena dilepaskan oleh kreditor yang 

bersangkutan, pembersihan obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat 

oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan. 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, undang-undang mi 

menganut tata cara pencatatan peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan, termasuk 

pencoretan atau roya. 

Berdasarkan Hak Tanggungan, Kreditor Pemegang Hak Tanggungan tetap 

berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada 

pihak lain (Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan). 

c. Asas Spesialitas 

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan selain nama, identitas dan domisili 

kreditor dan pemberi Hak Tanggungan wajib juga disebut secara jelas dan pasti 

piutang yang mana yang dijamin dan jwnlahnya atau nilai tanggungannya. Juga, 

uraian yang pasti mengenai benda-benda yang ditunjuk menjadi objek Hak 

Tanggungan sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak 

Tanggungan47  

46  Boedi Harsono, tiukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1: Hukum Tanah Nasional Jakarta: Jaxnbatan, 2003. HaL4 19. 

41  Ibid hal. 422. 
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Asas Publisitas 

Agar adanya Hak Tanggungan, siapa kreditor pemegangnya, piutang yang 

mana dan berapa jumlahnya yang dijamin seth benda-benda yang mana yang 

dijadikan jaminan, dengan mudah dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan maka Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan 

setempat dan dicatat dalam Buku Tanah. 

Adanya Hak Tanggungan mi dicatat pada buku tanah hak yang ditetapkan 

secara pasti yaitu tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap dengan 

surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada 

hari libur, btiku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Sebagaimana diketahui, data pendaftaran tanah yang ada pada Kantor 

Pertanahan mempunyai sifat terbuka bagi umum yang berkepentingan, termasuk data 

mengenai Hak Tanggungan tersebut.48  

Mudah dan Pasti Pelaksanaan Eksekusinya 

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan 

salah satu sifat Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pe!aksanaan eksekusinya,jika debitor ciderajanji. Walaupun secara umum ketentuan 

tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku akan tetapi 

di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dipandang perlu untuk memasukkan 

48  Ibid hal. 423. 
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secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan. 49  

Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan yang berfungsi 

sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata 

"DEMT KEADILAN BERDASARKME KETUHANAN YANG MAHA ESA", 

untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap. Selain itu sertipikat Hak Tanggungan 

tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse akte Hipotik, yang untuk eksekusi 

hipotik atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan Pasal-

Pasal kedua Reglemen diatas. 

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan 

ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ml 

bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, 

peraturan rnengenai eksekusi hipotik yang diatur dalam kedua Regleemen tersebut, 

berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. 

Untuk memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

undang-undang mi bagi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, kepada Ketua 

Pengadilan Negeri diberikan kewenangan tertentu, yaitu: Penetapan memberikan 

kuasa kepada kreditor untuk mengelola obyek Hak Tanggungan, penetapan hal-hal 

yang berkaitan dengan permohonan pembersihan obyek Hak Tanggungan, dan 

pencoretan Hak Tanggungan. 

49 indonesa. IJU No. 4 Tahun 1996, Op.Cit. Angka 9 dan 10. 
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2. Subjek Hak Tanggungan 

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan maka pemberi dan 

pemegang Hak Tanggungan merupakan subjek atau para pembuat perjanjian. 

a. Pemberi Hak Tanggungan 

Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, 

Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan yang bersangkutan"5°  

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan tersebut harus dimiliki oleh pemberi Hak Tanggungan pada saat 

pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Undang-

Undang Hak Tanggungan karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat 

didaftarkannya Hak Tanggungan sehingga kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap objek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak 

Tanggungan pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan. Untuk itu harus 

dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarnya Hak Tanggungan 

yang bersangkutan.5' 

Dalam prakteknya, pembuktian adanya kewenangan pada pihak pemberi Hak 

Tanggungan itu harus dilaksanakan pada saat membuat Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh PPAT karena pembebanan hak atas tanah hanya dapat di daftarkan 

pada Kantor Pertanahan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 

yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

50  Ibid. PsI. 8 ayat (1) 

' Ibid PsI. 9 dan penjelasannya. 
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) yang berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas 
satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak 
sewa, untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak 
atas tanah atau hak milik atas saruan rumah susun yang ditentukan dengan 
peraturan perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan 
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 52  

Bunyi-bunyi pasal-pasal yang dimaksud dengan ketentuan di atas pada 

intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:53  

Pembuatan dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi 

yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum 

itu. 

PPAT menolak untuk membuat akta mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar 

atau hak milik apabila kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang 

bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar 

yang ada di Kantor Pertanahan. 

Ketentuan selanjutnya menjelaskan bahwa PPAT dapat menolak untuk 

membuat akta apabila tanah yang belum terdaftar itu tithk disertai bukti hak yang 

menunjukkan bahwa pemberi Hak Tanggungan yang akan membuat akta tersebut 

benar-benar sebagai pemihik hak atas tanah.54  Pada saat pembuatan SKM Hak 

Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan hams ada keyakinan pada 

52  Indonesia. PP No. 24 Tahun 1997, Op. Cii. Psi. 41 ayat (1). 
53 Indonesia. UU No. 4 tahun 1996, Op. Cit. Psi. 38. 

54 lbid Psi. 39. 
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NotarisfPPAT yang bersangkutan bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai 

kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan 

yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut 

baru dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak Tanggungan itu didaftar.55  

Karena Iahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarnya Hak 

Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat 

pembuatan buku tanah Hak Tanggungan. Untuk itu hams dibuktikan keabsahan 

kewenangan tersebut padasaat didaftamya Hak Tanggungan yang bersangkutan.56  

b. Pemegang Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, Pemegang Hak 

Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan 

sebagai pihak yang berpiutang. Dengan kata lain, Pemegang Hak Tanggungan adalah 

kreditor yang menerima Hak Tanggungan dari Pemberi Hak Tanggungan. 

Pemegang Hak Tanggungan adalah pemegang hak yang diistimewakan 

(Droit de preference) atau diutamakan atas pelunasan kredit tertentu daripada 

kreditor-kreditor lain. Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui 

pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului untuk memperoleh 

pengembalian kredit yang diberikannya daripada kreditor-kreditor yang lain yang 

memiliki piutang kepada Pemberi Hak Tanggungan (Debitor) Kedudukan 

Ibid. Penjelasan Umum Angka 7 alinea ke-5. 

56 1bid Penjelasan Psi. 8 ayat (2). 
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diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang 

Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

Pemegang Hak Tanggungan dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak lain 

tanpa melepaskan Hak Tanggungan yang dimilikinya karena Hak Tanggungan selalu 

mengikuti objek yang dijaminnya (droit de suite). Untuk melakukan peralihan Hak 

Tanggungan tersebut tidak harus dibuat kembali Akta Pemberian Hak Tanggungan 

akan tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin dan 

kemudian dicatatkan peralihannya pada buku-buku tanah dan sertipikat hak atas 

tanah yang dijadikanjaminan. 

3. Objek Hak Tanggungan 

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai berikut: 

HakMilik 

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial dan dapat 

beralih dan dialihkan kepada pihak lain,57  

Hak Guna Usaha 

Yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu 25 atau 30 tahun dan 

dapat diperpanjang 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan 

yang luasnya paling sedikit 5 Ha dengan ketentuan bila luasnya 25 Ha atau lebih, 

" Indonesia. UU No. 5 Tahun 1960, Op. Cit..Pasal 4 

52 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



hams memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, dapat 

beralih dan dialihkan pada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani Hak Tanggungan.58  

Hak Guna Bangunan 

Yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan 

dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam 

jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun 

lagi, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dapat dijadikan jaminan utang 

dengan dibebani Hak Tanggungan.59  

Hak Pakai atas tanah Negara 

Hak pakai yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah Hak 

Tanggungan akan dapatjuga dibebani Hak Tanggungan. 

Yang dimaksud dengan Hak pakai adalah hak untuk menggunakan danlatau 

memungut hasil dad tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya selain perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 

pengolahan tanah dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dan ketentuan 

UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan 45 UUPA. 

58  Ibid Psl.28 dan Psl.33 

59 Ibid. PsI.35 dan PsI.39 
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e. 	Hak atas tanah berikut benda-benda yang benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah 

Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada 

atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang 

merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas 

dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Ketentuan yang tidak boleh diabaikan untuk hat liii adalah bahwa apabila 

bangunan, tanaman,, dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, 

pembenanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan 

dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan Akta 

otentik.6°  

4. Pembebanan Hak Tanggungan 

Pada intinya pembenan hak tanggungan terdiri dari pembenian hak tanggungan yang 

dilanjutkan dengan pendaftaran hak tanggungan. 

a. Pemberian Hak Tanggungan 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pemberian Hak Tanggungan itu harus didahului dengan janji untuk 

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 

dituangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang 

60 Ibid Psi. 4 ayat (5). 
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bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Hal mi 

sesuai dengan sifat accesoir dari hak tanggungan, pembeniannya haruslah merupakan 

ikutan dari perjanj Ian pokok, yaltu peijanjian yang menimbulkan hubungan hukum 

utang piutang yang dijamin pelunasannya.. Perjanjian yang dapat menimbulkan utang 

piutang mi dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau harus dibuat dengan akta 

autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur mateni perjanjian itu. 

Dalam hal hubungan utang piutang itu timbul dari perjanjian utang piutang atau 

penjanjian kredit, penjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun diluar negeri dan 

pihak-pihak yang bersangkutan dapat perseorangan atau badan hukum asing 

sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan 

di wilayah negara Republik Indonesia.6' 

Dalam hal Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang 

berasal dan konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan 

tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan 

bersamaan dengan pennohonan pendaftamn hak atas tanah yang bersangkutan. 

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan, sekurang-

kurangnya hal-hal sebagai benikut:62  

1) Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak dan Tanggungan. Apabila Hak 

Tanggungan dibebankan pula pada benda-benda yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah milik orang perseorangan atau badan hukum lain danipada 

pemegang hak atas tanah, pemberi Hak Tanggungan adalah pemegang hak atas 

tanah bersama-sama pemiliki benda tersebut. 

61  Ibid. Psi. 10 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya. 

62 Ibid Psi. ilayat(1) 
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Domisili masing-masing pihak apabila di antara mereka ada yang berdomisili di 

luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di 

Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT 

tempat pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili 

yang dipilih. 

Penunjukkan secarajelas utang atau utang-utang yang dijamin serta meliputijuga 

nama dan identitas debitor yang bersangkutan. 

Nilai tanggungan, dan 

uraian yang jelas mengenai Hak Tanggungan yang meliputi rincian mengenai 

sertipikat hak atas tanah yang berangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar 

sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas-batas 

dan luas tanah. 

Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas merupakan hal yang sifatnya wajib 

untuk syahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantumkannya secara 

lengkap hal-hal tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan 

akta yang bersangkutan batal deini hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 

memenuhi asas spesialitas dari hak tanggungan, baik mengenai subjek, objek 

maupun utang yang dijamin. 

Selain mencantumkan hal-hal tersebut di atas dalam Akta Pembenjan Hak 

Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji. Janji yang diperkenankan sekaligus 

dicontohkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:63  

63  Ibid. Psi 11 ayat (2) jo. Psi 14 ayat (4). 
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janji yang membatasi kewenangan pemberian Hak Tanggungan untuk 

menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah 

jangka waktu sewa dan/atau menerirna uang sewa di muka, kecuali dengan 

persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah 

bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan 

tertulis lebih dahulu dad pemegang Hak Tanggungan; 

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk 

mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila 

debitor sungguh-sungguh ciderajanji; 

Janji yang memberikan kewenangan. kepada pemegang Hak Tanggungan untuk 

menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu dipenlukan untuk 

pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkan 

hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau 

dilanggarnya ketentuan undang-undang; 

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor ciderajanji; 

Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak 

Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; 

Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek 

Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak 
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Tanggungan; 

Janji bahwa Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau bagian dari ganti 

rugi yang diterima pembeni Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila 

obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau 

dicabut haknya untuk kepentingan umum; 

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian 

dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan 

piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; 

Janji bahwa pembeni Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak 

Tanggungan pada watu eksekusi Hak Tanggungan; 

Janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Hak 

Tanggungan (sertipikat hak atas tanah yang telah dibububi catatan pembebanan 

Hak Tanggungan akan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan). 

Dari janji-janji yang diuraikan di atas, sangat penting mendapat perhatian dan 

pemegang hak tanggungan mengenai janji tentang hak untuk menjual abs kekuasaan 

sendiri oleh pemegang hak tanggungan peningkat pertaina sebagaimana yang diatur 

oleh Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, dan janji tentang penyerahan sertipikat hak atas 

tanah kepada pemegang hak tanggungan yang terkait dengan ketentuan Pasal 14 ayat 

(4) UU No. 4 Tahun 1996. Kelalaian mencantumkan keduajanji tersebut dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan akan dapat merugikan pemegang hak tanggungan.M  

64  M. Bahsan, Op.Cit , hal. 35. 
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Janji-janji yang dicantumkan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan seperti terurai di atas sifatnya fakultatif dan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas menentukan untuk menyebutkan atau tidak 

menyebutkan janji-janji mi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan 

dimuatnya janji-janji tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

kemudian didaftar pada Kantor Pertanahan janji-janji tersebut juga mempunyai 

kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.65  

OIeh karena itu, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, 

pemberi dan pemegang hak tanggungan pada prinsipnya bebas memperjanjikan apa 

saja dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sepanjang tidak melanggar kepatutan, 

kebiasaan dan peraturan perundang-undangan seth terutama yang bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 12 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menegaskan 

bahwa "Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi 

hukum". Dalam hubungannya dengan kebebasan berkontrak dalam peijanjian kredit 

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa tiidak ada kebebasan berkontrak yang 

mutlak. Negara dapat saja mengatur dengan mefarang klausul-klausul dalam suatu 

kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat karena 

asas kebebasan berkontrak diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka 

seyogyanya penentukan mengenai klausul-klausul yang dilarang atau yang 

65  Ibid. Penjelasan PsI. 11 ayat (2) 
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66  diwajibkan dituangkan dalam bentuk undang-undang. 

Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Apabila suatu obyek 

Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan, peringkat 

masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada 

Kantor Pertanahan. Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang 

sama ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Dapat terjadi suatu obyek dibebani lebih clari satu Hak Tanggungan pada tanggal 

yang sama. Hal itu hanya mungkin terjadi kalau pemberiannya dilakukan di hadapan 

PPAT yang sama. Peringkat tiap-tiap Hak Tanggungan ditentukan menurut urutan 

nomor Akta Pemberiannya masing-masing. Peringkat Hak Tanggungan menentukan 

urutan untuk pengambilan pelunasan piutang kreditor masing-masing dari hasil 

penjualan obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Urutan peringkat tersebutjuga 

penting dalarn hubungannya dengan kemungkinan dilakukannya pembersihan Hak 

Tanggungan, sebagai yang diatur dalani Pasal 11 ayat (2) huruf f, Pasal 18 ayat (1) 

huruf c dan ayat (3) serta Pasal 19 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sebaliknya 

satu Hak Tanggungan dapat dibebankan atas lebih dari satu obyek. Obyek yang 

dibebani bisa terdiri atas lebih dari satu bagian. Misalnya, bangunan Rumah susun 

yang terdini atas beberapa Satuan Rumah Susun, atau suatu proyek perumahan real 

estate. Kalau pembangunan Rumah Susun dan proyek real estate tersebut 

66  Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 
Para Pihak Dalain Per]anjian Kredit Bank Di indonesia Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. hal. 
4. 
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menggunakan dana pinjaman yang dijamin dengan Hak Tanggungan, Hak 

Tanggungan yang bersangkutan membebani secara utuh seluruh proyek dan bagian-

bagiannya. Jika kredit tersebut dilunasi secara angsuran. Hak Tanggungan yang 

bersangkutan tetap membebani seluruh proyek untuk sisa utang yang belum dilunasi. 

Itulah makna sifat Hak Tanggungan yang dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Hak 

Tanggungan dinyatakan tidak dapat dibagi-bagi. 67  

Ketentuan tersebut menyulitkan penjualan Satuan-satuan Rumah Susun dan 

rumah-rumah perusahaan real estate, yang pembayarannya diperoleh melalui Kredit 

Perumahan Rakyat (KPR). Bank Pemberi KPR akan merasa khawatir apabila 

memberikan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang bukan peringkat pertama 

mungkin teijadi salah satu dari Rumah Susun dan rumah-rumah yang bersangkutan 

masih dibebani Hak Tanggungan atas nama Bank Pemberi kredit pembangunannya. 

Demikian juga kalau Hak Tanggungan dibebankan atas lebih dari satu bidang tanah. 

Pelunasan sebagian utang debitor sebesar nilãi salah satu bidang, tidak membebaskan 

bidang tanah yang bersangkutan dari Hak Tanggungan yang membebaninya. Untuk 

mengatasi kesulitan tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan dibuka kesempatan untuk memyimpangi berlakunya sifat Hak 

Tanggungan tersebut. 

Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat 

diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa 

67  Arie S, Hutagalung. Kumpulan Maka!ah Prof Boedi Harsono Mengenai Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Tanaft Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan 
Tanak beserta Perasuran Pe/abanaannya sebagai Bahan Kuliah Kursus Kuasa Hukum J3adan 
Pertanahan Nasional Angkatan LV Tahun 1996,dalam "Reading Materials" mata kuliah Tanah 
sebagai Jaminan Utang, Jakarta: FHUL, 2003. No. 19 dan 20. 
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pelunasan utang yang dijainin dapat dilakukan dengan angsuran yang besamya sama 

dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dan objek Hak 

Tanggungan. Dengan dilakukannya pembayaran angsuran itu bidang tanah yang 

bersangkutan akan terbebas dari Hak Tanggungan yang semula membebaninya, 

sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak 

Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi (Causula "roya 

partial").68  

Pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan pembuatan (pengisian) Surat 

Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKM Hak Tanggungan) dari Pemberi Hak 

Tanggungan kepada Kreditor yang akan menjadi Pemegang Hak Tanggungan. SKM 

Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang bersetifikat wajib diikuti dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan. Batas waktu itu menjadi 3 bulanjika hak 

atas tanah yang dijadikan jaminan belum bersertipikat. Batas waktunya ditetapkan 

lebih lama karena pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang 

belum didaftar harus dilakukan, yang lebih dulu perlu dilengkapi persyaratan dengan 

berbagai dokumen.69  

Bagi objek Hak Tanggungan yang sudah didaftar cukup diserahkan 

sertipikatnya. Batas waktu 3 bulan tersebut berlaku juga terhadap tanah yang sudah 

bersertipikat, tetapi belum didaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan sebagai 

pemegang haknya yang baru. Yaitu tanah yang belum didaftar peralihan haknya, 

68  Ibid. No. 21 dan22 

69 Indoneskj UU No. 4 Tahun 1996, Op.cit. PsI. 15 ayat (2) dan (3). 
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pemecahannya atau penggabungannya sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 15 ayat 

(4) Undang-Undang Hak Tanggungan. Pembatasan waktu penggunaan SKM Hak 

Tanggungan tersebut tidak berlaku untuk menjamin karedit tertentu yang ditetapkan 

Pemerintali, seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah dan kredit-

kredit lainnya yang sejenis sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (5) Undang-

Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya. 

b. Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan. Pendaftaran Hak 

Tanggungan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak atas tanah 

yang menjadi obyek Hak Tanggungan set-ta menyalin catatan tersebut pada sertipikat 

hak atas tanah yang bersangkutan. Adapun tanggal buku tanah Hak adalah tanggal 

hari ketujuh setelah menerima secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi 

pendaftaran dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang 

bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya dan pada tanggal itu pula Hak 

Tanggungan dinyatakan berlaku.70  

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran 

pembebanan hak tanggungan sebagaimana kewenangannya untuk menolak 

pendaftara tanah, jika salah satu syarat dibawah mi tidak dipenuhi: 

1) Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi 

dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; 

70 1b1d PsI. 13. 
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Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 

tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana 

dimaksud dalam 	Pasal 41 PP 24/1997, kecuali dalam keadaan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) PP 24/1997; 

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebasan hak 

yang bersangkutan tidak lengkap; 

Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan; 

Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; 

Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh 

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 

dibatalkan oleh pam pihak sebelum didaflar oleh Kantor Pertanahan. 

Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan 

menyebut alasan-alasan penolakan itu. Surat penolakan disampaikan kepada yang 

berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salman 

kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. 

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan 

menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETLJHANAN YANG MAHA ESA". Dengan 

demikian, Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
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dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

berlaku sebagai pengganti grosse akta Hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. 

Setelah itu, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak 

Tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan 

kemudian Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak 

Tanggungan.7' 

5. Eksekusi Hak Tanggungan 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, 

apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan 

pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan. Penjelasan yang lebih !engkap 

mengenai eksekusi Hak Tanggungan menurut Pasal 20 tersebut diatas seperti berikut 

in'. 

a. Apabila debitor ciderajanji, maka berdasarkan: 

hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 

title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). 

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cam 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor 

71  Ibid Psi. 14 
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lainnya. 

Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari kemudahan yang 

disediakan oleh undang-undang mi bagi pam kreditur pemegang Hak Tanggungan 

dalam hal harus dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus 

dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dnegan cara mi diharapkan 

dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Kreditor 

berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek Hak 

Tanggungan. 

Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar danipada piutang tersebut yang 

setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pembeni Hak 

Tanggungan. 

Penjualan Objek Hak Tanggungan secara dibawah tangan. 

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek 

Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tanganjika dengan demikian itu akan 

dapat diperoleb harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dalam hal 

penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga 

tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip dan diberi kemungkinan melalui 

penjualan di bawah tangan, asatkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan 

pemegang Hak Tanggungan. Kemungkinan mi dimaksudkan untuk mempercepat 

penjualan objek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi. 

Prosedur Penjualan Hak Tanggungan. 

Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan 
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sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 

(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa 

setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

Persyaratan yang ditetapkan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak-

pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan 

kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan. Pengumuman dapat dilakukan melalui 

surat kabar atau media massa Iainnya, misalnya radio, televisi atau melalui kedua 

cam tersebut. Jangkauan surat kabar dan media massa yang di pergunakan harus 

meliputi tempat letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan 

Adapun yang dimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal 

pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal pengiriman 

facsimile. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan dan tanggal 

pengumuman yang dimaksud pada ayat mi, jangka waktu satu bulan dihitung sejak 

tanggal paling akhir diantara kedua tanggal tersebut. Setiapjanji untuk melaksanakan 

eksekusi Hak Tanggungan dengan cam yang bertentangan dengan ktentuan tersebut 

batal demi hukum. 

Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan dapat 

dihindarkan dengan pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu 

beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Untuk menghindarkan 

pelelangan objek Hak Tanggungan, pelunasan hutang dapat dilakukan sebelum saat 

pengumuman lelang dikeluarkan. 
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D. ANALISIS TERIIIADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR 

NOMOR 35fPdtGI2Oo6/pNJR 

1. Putusan Pengaditan Negeri No. 35fPdt.Gt2006/PN.Bgr. 

Kronologis perkara mi secara ringkas dapat diuraikan berikut mi. 

a. Para Pihak yang Berperkara 

Pam pihak yang berperkara dalam kasus mi adalah: 

Pihak Pengugat adalah "JS", "Jr.THSS", "Dra.HS", 	Jr. HSWS" dan Dra. 

HM" sebagai ahli waris Aim. 	"Ny. JHS" yang diwakili oleh kuasa 

hukumnya "RSM,SH" dan "ES,SH" yang beraiamat di Jalan H. Kosasih, 

Cikaret, Bogor. 

Pihak Tergugat terdiri dan: 

"Ny. TS" alias "Ny.HS" di Jalan Ampasit Il, Cideng, Gambir Jakarta Pusat 

sebagai Tergugat 

"HD" alias "SHak Tanggungan" dan "HSTo" di Jakarta Timur, sebagai ahli 

waris dan "HS" Turut Tergugat I 

Kantor Pertanahan Kodya Bogor di Jalan Ahmad Yani No. 35 Bogor, 

sebagai Turut Tergugat H. 

b. Duduk Perkara 

Penggugat adalah suami dan anak-anak dari 	Alm."Ny. JES" yang telah 

meningal dunia tanggal 2 Juni 2003 dan berkawan baik serta melakukan hubungan 

hukum yang dapat dijeiaskan secara ringkas sebagai berikut: 
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Tergugat meminjam uang kepada Aim. "Ny. JES" sejuiah Rp. 24.500.000 dan 

US$ 5.000 yang diberikan secara bertahap dan dimulai path tanggal 26 Oktober 

sampai dengan tanggal 18 Juli 1986. Tergugat berjanji akan memberikan 

keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan serta akan mengembaiikan 

seiuruh pinjaman tersebut paling lambat tanggal tanggal 18 Oktober 1988. 

Sebelum memberikan pinjaman, Aim. "Ny. JES" telah meminta persetujuan 

terlebih dahulu kepada suami Tergugat. 

Temyata kemudian, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya baik pembayaran 

keuntungan yang dijanjikan maupun pengembalian pokok pinjamannya sampai 

dengan tanggal jatuh tempo. 

Pada bulan Desember 1988 Tergugat menyatakan ketidakmampuannya untuk 

memenuhi kewajibannya kepada Aim. "Ny. JES" dan menyerahkan Sertipikat 

asli Hak Milik No. 183fBantarjati atas nama Hary Soewamo (suami Tergugat) 

atas tanah seluas 730 m2  sebagal peiunasan pinjaman. Peraiihan hak atas tanah 

tersebut belum sempat diiakukan sampai dengan meninggainya Aim. "Ny. JES". 

Bulan Januari 2003 Turut Tergugat I meminta sertipikat tersebut dan berjanji 

akan membayar seiuruh pinjaman Tergugat berikut pembagian keuntungannya 

yang pemah dijanjikannya tetapi kemudian tidak ada realisasinya meskipun telah 

ditunggu berbulan-bulan. 

Melalui pertemuan antar kuasa hukum kedua beiah pihak diperoleh kesimpulan 

bahwa Turut Tergugat I mengakui utang Tergugat dan adanya janji untuk 

memberikan keuntungan tetapi untuk itu meminta keringanan. bulan. Atas 

pengakuan itu, Kuasa Hukum Penggugat meminta untuk disampaikan secara 
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tertulis. Selain itu, dipersoalkan juga berdirinya bangunan rumah permanen di 

atas tanah tersebut tanpa seijin dari Penggugat. 

Melalui Surat tertanggal 30 Januari 2006 Tergugat I mengirimkan surat yang 

isinya menyatakan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat I setuju dan sepakat 

atas butir-butir yang dibicarakan dalam pertemuan kecuali untuk jumlah 

keuntungan yang dijanjikan minta diturunkan dan 10% mejadi 6% per bulannya. 

Sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 30 Mci 2006 baik Tergugat 

maupun Tergugat H tidak melaksanakan kesanggupan-kesanggupannya itu dan 

untuk menghindari krugian Penggugat yang lebih besar maka diajukan 

permohonan sitajaminan oieh Penggugat atas tanah tersebut. 

c. Gugatan 

Atas dasar kronologis perkara tersebut di atas, Penggugat memohon kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 

untuk dapat memutuskan hal-hal yang merupakan gugatannya, antara lain sebagai 

berikut: 

Menyatakan Penggugat adalah ahli wanis yang sah dari Aim. "Ny. JIES" 

Menyatakah Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan 

wanprestasilwanprestasi. 

Menyatakan sitajanlinan yang diletakkan atas tanah tersebut sah dan berharga. 

Menyatakan penyerahan tanah dengan tanda bukti haknya adalah sah menurut 

hukum. 

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seperti yang tertera 
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pada sertipikat yang dijaminkan tersebut. 

Memerintah Turut Tergutat II (Kantor Pertanahan Bogor) untuk memproses 

Balik Nama Sertipikat atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat. 

Menyatakan putusan (PN Kodya Bogor) dapat dijalankan terlebih dahulu, 

meskipun adaupaya verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad). 

Menghukum Tergugat dan Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 

1.000.000,- per hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan tersebut. 

d. Jawaban Kantor Pertanahan Kota Bogor (Tergugat II) 

Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah 

dipanggil berturut-turut secara dan patut menurut hukum dan Juru Sita yang ditunjuk 

Pengadilan Negeni Bogor melalui delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Dengan demikian, maka yang mengajukan jawaban dalam persidangan hanya 

Tergugat II yang pada pokok nya sebagai berikut: 

1) Dalam Eksepsi 

Gugatan Kabur 

Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum yang mana dan apa yang 

telah dilanggar. 

Gugatan Prematur 

Kantor Pertanahan Kota Bogor tidak dan belum pernah melakukan perbuatan 

melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat karena Sertipikat 

Tanah yang dijadikan objek gugatan belum dilakukan pencatatan peralihan hak. 
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Gugatan Salah Pihak (Eror in Persona) 

Akar permasalatian perkara adalah perjanjian utang piutang yang belum 

terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat I. Tidak logis jika perjanjian tersebut 

membawa akibat hukum kepada Tergugat I sebagai pihak lain dan tidak ikut terlibat 

di dalamnya. 

Gugatan Kadaluwarsa 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 3 7/2004 yang 

menyebutkan bahwa ".....pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak 

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 	5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan, ataupun, tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut" 

Sertipikat yang menjadi objek perkara diterbitkan tangggal 28 Februari 1974 

(sekitar 32 tahun yang lalu) dan karenanya, gugatan terhadap hak atas tanah tersebut 

telah kadaluwarsa. 

2) Dalam Pokok Perkara 

Pada intinya, memasukan jawaban dalam eksepsi ditambah dengan uraian 

sebagai berikut: 

a) perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat I 

dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas tanah secara hukum pertanahan 

tidaklah mengakibatkan pembebanan hak yaitu pembebanan hak tanggungan 
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terhadap Sertipikat aquo karena berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah 

dengan penjelasan pasal per pasal: 

- Pasal 8 ayat (10) menyatakan pemberi hak tanggungan adalah orang 

perorangan atau badan hukum 

- Pasal 9 menyatakan Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan 

atau badan hukum sebagai pihak yang berpiutang 

- Pasal 10 ayat (2) menyatakan pemberian hak tanggungan wajib dibuatkan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT 

- Pasal 13 ayat (1) menyatakan path Kantor Pertanahan kemudian ayat (2) 

menyatakan pendaftaran tersebut setambat-lambatnya 7 had kenja setelah 

penandatangan Akta Pembenian Hak Tanggungan 

- Pasal 14 ayat (1) menyatakan sebagai bukti adanya hak tanggungan maka 

Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan 

Perjanjian tesebut Perjanjian tersebut lebih bersifat keperdataan belaka yang hanya 

mengikat pihak-pihak yang metakukannya apabila telah terjadi wanprestasi maka 

pihak yang melakukan wanprestasilah yang menanggung resikonya secara pribadi 

saja. 

Balik nama sertipikat obyek sengketa keatas nama Penggugat adalah tidak 

berdasarkan hukum sama sekali, karena tidak ada alas hak (recHak 

Tanggungantitle) otentik seperti yang diamanatkan oleh Pasal 37 PP No. 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasannya setiap peralihan hak baik 
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jual beli, hibah maupun pembebanan hak harus dibuatkan aktanya dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penggugat dalam gugatannya sama sekali 

tidak menyinggung mengenai bukti-bukti tertulis yang dapat menjadi dasar 

peralihan hak atas sertipikat tersebut sehingga dapat dibalik namakan keatas 

nama Penggugat. 

Keterangan para saksi 

Penggugat menghadirkan tiga orang pam saksi yang pada umumnya 

memberikan kesaksian bahwa mereka mengetahui terjadinya penyerahan sertipikat 

dari Tergugat I kepada Aim. "Ny. JES" sebagai peiunasan utang dan mengetahui 

bahwa bahwa semasa hidupnya Aim. "Ny. JES" telah berusaha untuk menemui 

Tergugat untuk minta penyelesaian piutangnya yang kemudian dilanjutkan oieh 

anak-anaknya tetapi tidak ada reaiisasinya. 

Pertimbangan Hakim 

Hakim Pengadilan Negeri Bogor memberikan pertimbangan yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut: 

Dalam kenyataanya Penggugat telah menerima dan menguasai Sertipikat atas 

nama Tergugat I. 

Adanya bukti surat dari Tergugat penihal tindak lanjut penyelesaian penyelesaian 

utang piutang kepada Penggugat. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 

Tahun 1997, Penggugat dapat melakukan upaya terakhir untuk memperoleh 

kepastian hak atas tanah tersebut meialui Perubahan Data Pendaftaran Tanah 
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berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan. 

Sesuai dengan data dalam Sertipikat, tanah yang menjadi objek perkara adalah 

tanah kosong, maka sudah sepatutnya yang akan menjadi objek pada berikutnya 

adalah sama dengan objek semula. 

Atas dasar ketentuan Pasal 180 HJRJI9I RBG dan SEMA No. 03 Tahun 1978 

yang menentukan secara ketat syarat-syarat agar tidak begitu saja dapat 

menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, petitum tentang 

permohonan putusan pengadilan dilaksanakan terlebih dahulu hams ditolak. 

Petitum penggugat yang menunjuk Pasal 225 HIR yang mengatur bahwa apabila 

tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan 

dilaksanakan, dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tidak perlu 

dilaksanakan karena awal sengketa dalam gugatan mi adalah pinjam meminjam 

uang. 

g. Putusan Pengadilan 

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Bogor 

menjatuhkan Putusan dalam perkara mi. Hal-hal pokok dalam putusan adalah sebagai 

berikut: 

Menyatakan sah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat. 

Menyatakan Tergugat dan Tergugat I telah melakukan perbuatan 

wanprestasi/wanprestasi. 

Menyatakan sah penyerahan Sertipikat Hak Milik 	No. 1 83fBantar Jati oleh 

Tergugat kepada Alm. "Ny. JES" sebagai jaminan pelunasan utang tergugat. 
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Menyatakan Penggugat berhak menuntut pemenuhan utang tersebut metalui 

peñjualan tanah yang dijaminkan tersebut. 

Memerintahkan Tergugat II untuk memproses Batik Nama Sertipikat tersebut ke 

atas nama Penggugat. 

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan 

hak dari padanya untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong/semula. 

2. Analisis 

a. Mengenai dilibatkannya Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai Turut Tergugat 

Sebagaimana telah diuraikan di atas Kantor pertanahan Kota Bogor dalam 

eksepsinya sebagai tergugat II dalam perkara yang dianalisis menyatakan bahwa 

Penggugat (Kreditor) telah salab pihak (eror in persona) karena akar permasalahan 

dalam perkara tersebut adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat 

sehingga akibat hukumnya merupakan tanggungjawab masing-masing pihak dan 

tidak melibatkan pihak ketiga termasuk Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai Turut 

Tergugat karena sebelumnya tidak terlibat dan tahu menahu dalam permasalahan itu. 

Melibatkan Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai Turut Tergugat bukan 

merupakan hal yang tepat. Sebagai perkara gugatan terhadap wanprestasi yang 

dilakukan oleh Tergugat atas perjanjian hutang piutang yang dibuat secara di bawah 

tangan bahkan sebelumnya dilakukan secara lisan, tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan tugas fungsi dari Kantor Pertanahan Kota Bogor. Perjanj Ian tersebut 

hanya merupakan konsensus antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hukum 
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perjanjian dapat menjadi undang-undang bagi para pembuatnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Walaupun Kantor 

Pertanahan Kota Bogor sebagai lembaga pemerintah dan Kepala Kantor Pertanahan 

beserta jajarannya merupakan bagian dad institusi Pemerintah yang bertindak untuk 

dan atas nama Negara dalam Iingkup kewenangan dan tanggungjawabnya 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c tugas Negara (yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah) dalam masalah pertanahan adalah "menentukan dan 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang 

mengenai bumi, air dan ruang angksa", akan tetapi perjanjian yang dilakukan oleh 

Penggugat dan Tergugat tidak berada pada wilayan hukum public yang memiliki 

kekuatan memaksa akan tetapi berada pada wilayah hukum privat yang lahir dan 

consensus para pembua perjanjian. 

Alasan penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang melibatkan Kantor 

Pertanahan Kota Bogor adalah karena tugas dan fungsi badan pemerintah tersebut 

untuk melaksanakan putusan pengadilan bukan merupakan alasan yang tepat karena 

kewajiban BPN untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap tidak berkaitan dengan dilibatkan atau tidak 

dilibatkannya BPN dalam peradilan sengketa tanah melainkan telah diatur dalam PP 

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya. 

Kantor Pertanahan Kota Bogor hanya dapat dilibatkan dalam perkara mi 

apabila Hakim berpendapat atau penggugat menghendaki adanya keterangan dad 

pihak misalnya mengenai status tanah yang disengketakan dengan status sebagai 
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pihak ketiga yang ditarik dalam berberkara (virjwaring) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 70 sampai dengan 76 R.V.72  

Apabila pengikatan jaminan atas tanah bagi utang piutang tersebut dilakukan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan 

beserta peraturan pelaksanaannya maka Penggugat dapat memohon kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk dilakukan sitajaminan. Tidak demikian halnya yang terjadi 

dalam kasus mi yang melakukan pengikatan jaminan hak atas tanah secara di bawah 

tangan maka upaya hukum yang bisa dilakukan hanyalah melalui gugatan perdata 

biasa seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam kasus mi. 

Gugatan mengenai hak atas tanah oleh pihak yang merasa berhak melalui 

gugutan perdata di Pengadilan. Hal mi sesuai dengan konsepsi hukum tanah di 

Indonesia yang antara lain dapat disimpuEkan bahwa di satu sisi Sertipikat Hak Atas 

Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah termasuk perubahan-

perubahan menyangkut subyeknya, status haknya dan perbuatan-perbuatan hukum 

yang dilakukan terhadap tanahnya merupakan alat pembuktian yang kuat 

sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 23 ayat 

(2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA. Akan tetapi di sisi lain, Sertipikat hanya merupakan 

tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempuma 

menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah yang melaksanakannya (PP 

10/1961 dan PP 27/1997). Hal mi berarti bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh 

72  Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hu!wm Acara Perdata dalam Teori 
dan Prakiek (Bandung: Mandarmaju, 2005). Hal. 51. 
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Hakim) sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada atat 

pembuktian yang membuktikan sebaliknya.73  

b. Amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang keliru. 

Salah Putusan Pengadilan Nomor 35fPdt.G/20061PN.BGR adaiah 

"Menyatakan sah penyerahan Sertipikat Hak Milik 	No. 183/Bantar Jati oleh 

Tergugat kepada Aim. "JES" sebagai peluanasan hutang Tergugat pada tahun 1986 

sebesar 	Rp. 24.500.000 dan US$ 5.000.", padahal, proses pengikatan jaminan 

maupun pembebanan hak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak memenuhi 

persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Psal 10 ayat (2) dan Pasal 114 

ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Para pihak tidak melakukan pembenan 

Hak Tanggungan di depan PPAT dan tidak meminta untuk dibuatkan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan sehingga tidak ada dasar bagi Kantor Pertanahan Kota 

Bogor untuk menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan. 

Dalam Amar putusan pengadilan daiam kasus yang dianalis, Hakim 

Pengadilan Negeri Bogor teiah membuat suatu kekeliruan yang menyaiahi prinsip-

prinsip hukum Hak Tanggungan. Kekeliruan itu terjadi pada dua diktum Amar 

Putusannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Menyatakan Penggugat berhak menuntut pemenuhan hutang tersebut 
meiaiui penjualan tanah yang terletak di Jalan Selang No. 10 Kelurahan 
Bantarjati, Kecamatan Kota Kaler (Bogor Utara) Kodya Bogor, tercatat 
Sertipikat No. I 83fBantarjati. 

Memerintahkan Tutut Tergugat II untuk memproses Batik nama Sertipikat 
No. 183lBantarjati keatas nama Penggugat. 

73  Ark S. Hutagalung Penerapan Lembaga "RecHak Tanggungansverwerking" untuk 
Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian 
Sosioyuridis) Op. Cit. hal. 81. 
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Dalam pandangan penulis, hakim telah membuat amar putusan yang 

kontradiktif satu sama lain. Apabila diktum b. merupakan amar putusan yang benar 

menurut Hakim maka seharusnya Hakim memerintahkan untuk melakukan penjualan 

tanah yang dijaminkannya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan 

yaitu melakukan penjualan melalui lelang atau jika terjadi kesepakatan antara 

Kreditor dan Debitor untuk memperoleh harga yang lebih baik dapat dijual di bawah 

tangan dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi piutang Kreditor dan 

jika kemudian ada sisanya dikembalikan kepada Debitor. 

Lain halnya apabila hakim berpendapat bahwa perintah terhadap Kantor 

Pertanahan Bogor untuk memproses batik nama hak atas tersebut dari Tergugat 

kepada Tergugat maka Hakim seharusnya menetapkan bahwa tanah tersebut secara 

hukum tidak terkait dengan hutang piutang tetapi merupakan proses jual bell yang 

dibayar dengan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat. 

Lebih daii itu, penintah hakim kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan 

batik nama sertipikat kepada kreditor dapat diartikan. sebagai pengambilalihan Hak 

Milik oleh kreditor atas tanah yang dijaminkan oleh Debitor dan hal mi bertentangan 

dengan Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa janji yang 

memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek 

Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum. Dengan 

disyahkannya pengikatan jaminan tersebut seharusnya tanah jaminan dijual misalnya 

metalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 

1996 dan kemudian kreditor mengambil hasil penjualan sejumtah pelunasan hutang 
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Debitor. Terlepas dari permasalahan tersebut di atas putusan pengadilan yang 

memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk melakukan 

pemindahan hak atas tanah yang ketika itu atas nama Tergugat kepada Penggugat 

tetap hams dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

pelaksanaannya pemindahan dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan 

berdasarkan salman resmi Putusan Pengadilan tersebut sebagaimana diatur dalam 

Pasal 55 hurufb PP No.24/1997. 
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BAB ifi 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Melibatkan Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai Turut Tergugat bukan 

merupakan hal yang tepat. Sebagai perkara gugatan terhadap wanprestasi 

yang dilakukan oleh Tergugat atas peijanjian hutang piutang yang dibuat 

secara di bawah tangan bahkan sebelumnya dilakukan secara lisan, tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan tugas fungsi dari Kantor Pertanahan Kota 

Bogor. Gugatan mengenai hak atas tanah oleh pihak yang merasa berhak 

melalui gugutan perdata di Pengadilan. Sesuai dengan konsepsi hukum tanah 

di Indonesia, di satu sisi Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir 

proses pendaftaran hak atas tanah tennasuk perubahan-perubahan 

menyangkut subyeknya, status haknya dan perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukan terhadap tanahnya merupakan alat pembuktian yang kuat 

sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 

23 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA. Akan tetapi di sisi lain, Sertipikat 

hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti 

yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah 

yang melaksanakannya (PP 10/1961 dan PP 27/1 997). 
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2. Salah satu Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2006/PN.BGR adalah 

"Menyatakan sah penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 183/Bantar Jati oleh 

Tergugat kepada Aim. "JES" sebagai pelunasan utang Tergugat pada tahun 

1986 walaupun proses pengikatan jaminan maupun pembebanan hak yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Hak Tanggungan. Para pihak tidak melakukan pemberian Hak 

Tanggungan di depan PPAT dan tidak meminta untuk dibuatkan APHT 

sehingga tidak ada dasar bagi Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk 

menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan. Amar putusan pengadilan dalam 

kasus yang dianalis, Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah membuat suatu 

kekeliruan yang menyalahi prinsip-prinsip hukum Hak Tanggungan. Dua 

diktum Amar Putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat berhak 

menuntut pemenuhan hutang melalui penjualan tanah yang dijamiiikan dan 

memerintalkan Turut Tergugat II untuk memproses Batik nama pada 

Penggugat. Hakim tetah membuat amar putusan yang kontradiktif sam sama 

lain. Apabila diktum b. merupakan amar putusan yang benar menurut Hakim 

maka seharusnya Hakim memerintahkan untuk melakukan penjualan tanah. 

Lain halnya apabila hakim berpendapat bahwa perintah terhadap Kantor 

Pertanahan Bogor untuk memproses balik nama hak atas tersebut dad 

Tergugat kepada Tergugat maka Hakim seharusnya menetapkan bahwa 

tanah tersebut secara hukum tidak terkait dengan hutang piutang tetapi 
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merupakan prosesjual beli yang dibayar dengan uang yang telah diserahkan 

oleh Penggugat kepada Tergugat. Di sisi lain, Kantor Pertanahan Kota 

Bogor tetap hams melakukan pemindahan hak atas tanah yang ketika itu atas 

nama Tergugat kepada Penggugat tetap hams dilaksanakan berdasarkan 

Putusan Pengadilan tesebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf b PP 

No.24/1997. 

B. SARAN 

1. Mengingat pentingnya persyaratan dan pelaksanaan pemberian Hak 

Tanggungan tidak hanya bagi Bank âtau Badan Usaha Iainnya akan tetapi 

juga bagi perseorangan maka sebaiknya masyarakat yang melakukan 

penjaminan hak atas tanah dan atau pembebanan hak atas tanah sebaiknya 

selalu mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan beserta peraturan pelaksanaannya sehingga akan 

memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum sebagaimana 

dimaksudkan oleh undang-undang tersebut. Selain itu, Kasus dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 35IPdt.G/2006/PN.BGR dan 

masih banyak kasus yang identik dengan itu, sebaiknya menjadi bahan 

pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya yang melakukan 

pengikatan jaminan tanah tanpa melalui tata cara dan pemenuhan 

persyaratan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996. Ketentuan-ketentuan 

dalam undang-undang tersebut tidak hanya dapat memberikan kepastian 
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hukum bagi pihak Kreditor tetapi juga sekaligus memberikan perlindungan 

kepada debitor. 

2. Hakim Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara sebaiknya diberikan 

pelatihan reguler mengenai hokum pertanahan baik yang sudah baku 

maupun perkembangannya sehingga para Hakim dapat memberikan 

pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan yang sesuai dengan konsep 

hokum tanah Nasional. Diskusi-diskusi secara berkesinambungan sebaiknya 

dilakukan pam hakini bersama-sama dengan pam pakar hokum pertanahan 

nasional. 
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U T U S A N 	- 

Nomor : 35/Pdt.G/2006/pN.BGR. 

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAEA ESA 

Pengadilan Iegeri Bogox yang memerikea dan 

mengadill perkara..perkara 'perdata pada tirxgkat pertama 

telah menjatahkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah-

ml, dalam perkara antara : ____________________________ 

JOHANES SOENARDI , 

Ir. TOTOH.S. SOENARDI , ___________________ 

Dra. HBLDEGARDIS SOENARDI , ________________ 

Ir. U.S. WAHYOE SOENARDI , _________________ 

bra. HYASINIThA MAISC0TTI , dalám hal ml 

inemllih domisili hukum dan diwakili oleh Kuasa.-

Hukumnya R:IITALD1NA S MJtHDI SU dan ELSYE SUZANA SIl 

Advokat dan Pengacara. Rinaldina S Mahdl SI' & 

Rëican ,, beralamiat di Ji. R Kosasih No. 2' Cikaret 

Bogor 16610 berdasarkan Sura.t KuasaKhusus 

ter'tanggal Mel 2006 , selanjutnya disebut 

sebagal PENGGUGAT ; 

L a w a U 

NY. T SOB SILOWATI alias NY. HARI SOBW.ABNO 

beralamat dl Jalan Ampasit II No. 8 

Keluraban Cideng ,Kecanatan Gabir. Jakarta - 

Pusat •, selanjutnya disebut sebagal -------- 

TERGUGAT ; ' 	 - 

HARI DIDI, beralamat dl Jalan Anipasit II 

No.8 Kelurahan Cidebg , Kecamatan Gambir --

Jakarta Pusat , 

HABI SULISTIO ,.beraiarnat Jalan Dakainapati - 

- 	 Thur ... 
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Tiur II No.16 Rawamangun Jakarta Tlinar 

Para Ahlj Warla dan /atau anak-anak darl -----

Almarhuin HARI SOEW.ARNO , SELANJUTNYA diebut - 

eebagai TTJRUT TERGUGAT I ; ___________________ 

3. KANPOR PEThTNHAN NA3IONAL KOTAMADTh BOGOR , --

era1amat di Jalan Jendera1hadyanj No. 3.5 
Bogor '.seiarijutnya disebut sebagal TURUP -----

TBRGUGAT II ; 

Pengadilan Negeri teebut ; .................. 

Telah rnembaca Penetapan Retna Pengadilan Negeri 

Bogor tanggal 31 Mel 2006 Noor :35/Pdt.G/2006/pN.BGR.... 
te:ntang p'enunjukkan Ilaje1is  Hakim yang seerlksa dan 
mengadili perkara ml ; _________________________________ 

Telah mernbaea surat-siirat yang berhubungan 

dengan perkara mi ;_____________________________________ 

Teiah memerksa ,empe1ajari surat-euratbukti_ 

yang diajukan di persidangan ; ____________________ 

Telah mendengar pihak dan saksi-saksi yang 

badir di pe:r.sidangan ; ________________________________ 

-TENTANG DUDUKNYL PBRKAR.L 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat -------

Gugatannya bertangga]. 30 Mel 2006 yang didaftarkan di - 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tangga]L -----

31 Mel 2006 dengan register No. 35/Pdt.G/2006/PN.BGR.--. 

telab ... 
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telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya eebagai b--. 

berikut : 

- bahwa Penggugat adalali suami dan anak-anak dari Aim.- 

N.Y. XOHANA ENDANG SOEWARSI, yang teiah menlnggal dunia 

pada tanggal 2 Juni 2003 , sestial Surat Keterangan --

Mill Wang tertanggal 16 Juni 2003 ; ________________ 

- bahwa semasa hidupnya Aim. Ny. YOHANA ENDANG SOBWARSI 

berkawan balk dengan Tergugat, dan awal mula tenjadi-

nya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat - 

yaknl Tergugat meciinjani uang untuk kepruan modal --

usaha Tergugat dengan janji Tergugat akan memberikan 

keuntungan kepada Aim. Ny. YOHANA ENDANG SOEWARSI 

sebesar 10 % (sepu1a prosen) per buaannya ;. 

- bahwa atas makeud dari Tergugat memina uang -------

tersebut, Aim. Ny. YOHANA ENDANG S0EWAISI membenitahu 

kan dan memiota ijin kepada Peuggugat ( JOHANES -----

$OENARDI ) seiaiu suaminya ; ________________________ 

- bahwa peminjaman uang adalah bertahap: yakni dirnulal - 

tanggal 26 Oktober 1985 sampai dengan tanggal --------

1 8 Juli 1986 ; -------------------------------------- 

&tas perrnintaan Tergugat maka Aim. Ny. YOHANA ENDANG-

SOEWAIthI teiah memberikan uang kepada Tergugat -----

sebagal pinjaman, dengan juinlah keseluruhan sebesar - 

Rp.24.500.000,- ( dua puiuh erapat juta lima ratus 

nba rupiah ) ditambah pirijamari dalain bentuk uang 

dolar sebesar US 	5.000,- ( lima nibu dolar Amerika) 

dengan perincian sebagal benikut : ------------------

- Tauggal 26 Oktober 1985 sebesar Rp.2.500.000,-. 

- Tanggai 14 MEl 	1986 sebesar Rp. 500.000,- 

- Tauggal 30 MEl 	1986 sebesar Rp.8.000.000,- 

- Tanggal 5 NUNI 	1986 sebesar Rp.5.000.000,- 

Tauggal . .. 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



- 4 - 

- Tanggai 21 JUNI 	1986 sebesar Rp.2.500.000,_ -- 
- Tanggal 	2 JUII 	1986 sebesar Rp.5.000.000,.... -- 
- Tanggai 	2 JUII 	1986 sebesar US 	5.000. ----- 
- tanggai 18 Juli 	1986 sebesar Rp.l.000.000,_. - 

- bahwa atas pinjaman tersebut diatas ,. Tergugat 

berani kepada Aim. Ny. TOHANA ENDANG SOEWARSI akan_. 

meiuna.sinya dalam waktu kuxang iebih 2 (dua) tahun --

atau selambat_lambatnys pad.a 18 Oktober 1988 ; 

- bahwa tern7ata Tergugat teiah tidak memenuhi janjinya 

balk: mengetial pembaglari keuntungan yang teiah di 

janjikan sebesar 10 % (eepuiuh prosen) maupun -------

pengemibaijan hutang pokok sebesar Rp.24.500.000,... 

( dua pulnh empat juta iica ratus ribu rupiah ) -----

ditambah dalam bentuk dolar Amerika sebesar ---------

US $ 5.000 (11ma ribu dolar Amerika )yang teiah jatuh 

tempo pada tauggal 18 Oktober 1988 

- bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 1988, Tergugat 

datang menemul Aim.Ny. YOHANA ENDANG SOEWARSI ( 

Ny. JOHANES SOENARDI ) dirumah kediaman Penggugat untuk 

membicarakan masalab. pinjaman Tergugat tersebut 

bahwa pada saat itu Tergugat mengalcul kepada Aim. 
Ny. YOHANA ENDANG SOEWARSI dlhadapan Penggugat --------

( JOHANES SOENARDI )sudab tidak mampu untuk membayar-

seiuruh hutang pokok rnaupuu memberikan keuntungan 

sesuai yang dijanjikan kepada Aim. Ny. YOHANA ENDANG-

SOEWARSI, maka sebagal penyeiesaian pembayaran hutang 

dari Ter- gugat kepada Aim.. Ny. YOHANA ENDANG SOEWARSI-

Tergugat menyerahkan Sertifikat asli Hak MIhik No.183 

/Bantarjati, atas sebidang tanah yang terietak di 

Propirasi Jawa Barat, Kotamadya Bogor,Kecamatan Kota - 

a1er ( Kota BogQr Utara ),Desa Ban1tarjati setempat - 

dikenal 

'k 
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dikenal sebagal Jalan Selang.No.1o,8e 3  730 M2 atas 

nama HARY SOEWARNO ( suarni Tergugat ) eebagai 

pe1anasa pinjaman ; 

- bahwa dengan demikian pinjazvan Tergugat kepada Alni. - 

Ny. YOHANA END.ANG SOEWAR$I dilunasi dengan penyerahan 

$ertifjkt No. 183/Bantarjatj oleh Tergugat, yang pada 

waktu itu nllai/harga tanah yang dlserahkan oleh 

Tergugat kepada Aim. Ny. YOHANA ENDANG SOBWARSI adalah 

aebanding dengan jumlah/njiaj tota1 pinjaman Tergugat 

- bahwá atas dasar saling percaya dan karena kesibukan... 

axasing..asingpjha pada saat itu, atas peralihan hak 

m:llik atas tanah dengan Sertiflkat N.183/Bantarjatj.... 

tersebut dari Tergugat kepada Al,t.Yohana Endang 

Soewaral belum teriaksarja secara administrasi Ic 

membuat Akta Jua]. Bell, hiugga nLenlnggalnya Yohana --

EncTang &ewarsj, pada 2 Juni 2003 ; __________________ 

- bahwe. tiba...tjba sekitar bulan Januari 2005, ealah 

satu urut Tergugat I ( HARI SULISTIO) menemul ------

Peuggugat ( JOHANtES S0ENrARDI )dengan maksud meminta - 

kembali Sertifilcat No. 183/Bantarjati dan berjanji --

akan me&ayar pinjaman Tergugat berikut perhitungan - 

petnbagian keuntungan yang pernah dijanjikan oleh 

Tergugat kepada Aim. Yohana Endang Soewarsi ; -------

Bahwa ternyata aeteiah berbulan-balan ditunggu kabar-

beritanya, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernali 

meroalisasikan janjinya, hiugga akhirnya ,Penggugat - 

menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah 

tersebut, melaluj Somasi tertanggal 13 Oktober 2005: 

Atas Somasl -dari Kuasa Hukum Penggugat,Tergugat dan - 

Tarut Tergugat I , menanggapi dengan. melaporkan -----

persoalan ml ke POM TNI AD .Dan atas laporan tersebut 

tidak 
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tidak berlanjut karena persoaiannya adaiah per8oa1a 
Sipil bukan militer ; 

Bahwa atas adanya laporan ini dapat di1mejkan bahwa 

Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak beritikad balk 

daia& menyeie8aja perasa1ahan ; ----------------- 

- bahwa tauggal 15 Januari 2006,. Turuut Tergugat I (HAR1 

&TLISTIO ) datag menemul Penggugat ( J0iANE SOENARDI) 

yang ditauggapi adaiah Turut Tergugat I dIminta 

memblcarakannya dengan kuasa hukum Penggugat ; ------

Seianjutnya atas undangan Kuasa Hukum Penggugat -----

tauggal 18 Januari 2006, terjadiiah pertemuan pada -_ 

tanggai 23 Januari 2006, antara Kuasa Hukum Penggugat 

dengan Turut Tergugat I (Han. Did! dan Hari Suiletlo) 

Hasfi pertemuan tersebut adaiah : ___________________ 

- Turut Tergugat I mengakuj adanya Hutang Tergugat --

kepada Aim. Yob.ana Endang $oewarej, sebesar Rp. 

Rp. 24.500.000,_ dan US 	5.000. yang terjadj pada- 

tanggai 26 Oktober 1985 sarnpaá dengan 18 Jail 1986; 

- Hengakal adanya janji adanya Pembenjan Keuntungan - 

10 % per buan atas pinjaman tereebut, akan tetapi 

Tutut Tergugat I memiota keninganan ; ____________ 

Atas permohonan ter.sebut, Kuasa Hukum Penggugat 

meminta agar dibuat secara tertulis ; ------------- 

- Dipersoalkan adanya bangunan ru,nah permanent diatas 

tanah tanpa seijin Penggugat, yang didailikari oieh-

Turut Tergugat I , bahwa bangunan sudah ada sejak - 
tahun 1973 ; 

( sedangkan sepengetahuan Penggugat, babwa pada saat 

Lertifikat diserahkan, hanya berupa tanak kosong, - 

tidak ada bangunan ) ; _____________________________ 

Seianjutnya .l. 
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- 8elanjutnya Turut Tergugat I mela3Lul kuasanya,, 

menglriEl Surat tertangga]. 30 Januari 2006 yang islnya 

- Tergugat maupun Turut Tergugat I setuju dan sepakat 

atas butir-..butjr yang telah dibicarakan dalam 
per.tenu.an  ; 

- Dan atas keutUflga 'yang dijanjikan , Tergugat -- 

dan Turut Tergugat I minta diturunkan dari 10 % 

menjadi 6 % per bulannya ; ________________________ 
- bahwa o.leh karena atas suratnya tersebut, tidak 

pernah ada realisasinya, menunjukkan Tergugat dan 
Turut Tergugat I tidak mempunyai itikad balk untuk -- 

menyelesalkan maealah ; _____________________________ 
bab.wa dengan demikian sejak Jannari 2006 hingga saat- 

kuatan mi diajukan tidak per'nah ada realisaai;.. --

untuk pemenuhan atas j.anji-janji Tergugat dan Turut - 

Tergugat I , aka nyata dan jelas bahwa balk Tergugat 

maupun Turut Tergugat I teiah melakukan wanprestasi - 

yang berarti juga telah tidak benitikad balk dalara -- 

menyelesaikan masaiah ml ; -------------------------
Bahwa berdasarkan hal tereebut , Penggugat mengajukan 

gugatan ml ; ....................................... 
-. bahwa berdasarka seluruh uraian dlatas , nyata-nyata 

Tergugat maupun Tur:ut Tergugat I te]Lah tidak --------

menunjukkan itikad balk bahkan terkesan hanya -------

mempermainkan Penggugat, maka Penggugat tetap pada --

p:eudirian semula untuk penyelesalan masaiah ml ada - 

iah kembali kepada kesepakatan awal , yakni pelunasan 

hutaolg 	kepada Aim. Yobana. 3ndiang Soewarsi -- 

adalah dengan penyerahan kepemilikan tanah sang 

tercatat Sertifikat Haic Flilik No.183/Bantarjati ;.---_ 
bahwa 
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- Bahwa berdasarkan uralan point 14 dlatas , maka untuk 

mendapat kepastian hukum bagi Penggugat ata 

sele!sainya mjasalah ml , terhadap Serti:fikat hak Milik 

No. 183/Baataratj yang ada pada Penggugat di-BALIK - 

NAM& keatas nama Penggugat oleh kantor Pertanahan - 

Kotamadya Bogor ( Turut Tergugat II 	berdasarkan 

putusan atas perkara. jul 	__________________________ 

Dan kepada Turut Tergugat II, dihukum untuk tunduk --

dan patnh terhadap bunyl putusan ml ; _____________ 
- ahwa atas tanah tercatat Sertifikat No. 183/ -------

Bantarjatj yang dleerahkan kepada Peuggugat tersebut-

mulanya tidak ada bangunan, akan tetapi tanpa setahu-

Peuggugat diatas tanah tersebut saat mi telah berdiri 

bangunan rutuah tiuggal permanen, babkan dikontrakkan 

kepada pib.ak ketiga ; ---------------------- _________ 

Bahwa dengan denikian, seakiu nyata. bahwa Tergugat - 

maupun Turut Tergugat I telah nelakukan perbuatan 

tanpa hak,, yang merugikan Penggugat, yakni membangun-

diatas tanah yang sudah bukan miiiknya lagi sejak 

diserahkannya k:epemilikan atas tanah oleh Tergugat --

kepada Aim. Yohana Endang Soewarsi, terlebih lagi 

dngan dikontrakkan tcepada pihak ketiga yang nang 

basil kontrakan tersebut diinanfaatkan oieh Tergugat - 

dan Turut Tergugat I ; ------------------------------

Bahwa berdasarkan hal tersebut ,maica sudah seharusnya 

Tergugat maupun Turut Tergugat I dan s.iapapun yang --

irrendapat hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan-

tanah tersebut dalam keadaan sep.erti semula Ic Tanali-

kosong tanpa ada bangunan ; ------------------------- 

- .tsahwa untuk meaghindari kerugian Penggugat yang lebih 

besar lagi, maka mohon atas tanah yang tenletak di---

Ji. Selang No.10,Kelurahan Bantarjati Kecainatan Kota.- 

Kaler 
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Kaler ( Bogor Utara ),, Kotamadya Bogor , diletakkan - 
Sita Jaminari (Conservatoir Béciag ) ; _______________ 

- BaPwa gugatari ml diajukan dengan dasar buktl-bukti.... 
yang otentik,. maka mohon agar p:utusan atas. perkara -- 
iril dapat dijalankan terieblh dahulu meekipun ada 
upaya banding , verzet maupun iasasj. ( Uit'voerbaar -_ 

bij Voorraad ) ; ____________________________________ 
ahwa ap:abila Tergugat dan Turut Tergugat I tidak 

memenuhi isi putusan ini( Ic Pengosongan ), maka 

dihukum untuk tnembayar nang paksa sebesar Rp.1.000.000, 
( eatu juta •rupiah ) per hari keter.iambatannya ------

rneiaksanakan isi putusan ; __________________________ 
- bahwa oleh karena perkara mi timbul atas perbuatan - 

Tergugat dan Turut Tergugat 1, maka sudah 'seharusnya-
biayap biaya yang timbul atas perkara 1131 rnenjadi 
beban Tergugat dan Ton-ut Tergugat I ;. -------------- 

l4aka berdasarkari seiuruh uraian diatas , Peoggugat rnobot. 
kiranya Ketua Pengad1iar Negeni Bogor , yang menaenikea 
dan mengadili perkara mi berkenan memutusitan : ------- 

Nengabuikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --- 
Menyatakan Penggugat adaiah ahiiwarls yang sth dan-
Aim. Yohana Bndang Soewarsi ; ---------------------- 
Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I teiah -----
melakukan perbuatan lngkar janji/Wanprestasi 
Menyatakan sit-a jaminan yang diietakkan atas tanah - 

yang terietak &i J1• $eiang No.1O,Kelurahau --------
BantarjatiKecamatan Kota Kaler (Bogor Utara )------
Kotamadya Bogor , sah dan berhaxga ; -------------- 
Menyatakan penyerahan tanah tercatat Sertifikat Hak-

Milik No. 183/Bantarjati oieh Tergugat kepada ------
Aim. Yobana Endang Soewarsi sebagai pelunasan atas - 

hutang 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



hatang Tergugat pada tahun 1986 sebesar 

Rp. 24.500.000,.... dan US $ 5.000. adaiah sah menurut 

hulcum ; 	______ 

Menyatakan Penggugat ada].ah pemilik yang sah atas - 

tariah yang terletak dl Jig. Selang No.10 Kelurahan - 

Bantarjati,Kecamatan Kota Kaler ( Bogor Utara ), --

Kotamadya Bogor, tercatat Sertifitcat No.183/ 

Bantarjati ; 

Meurerintahkan Turut Tergugat II untuk metnproses 

Balik NaEa Sertifikat No.183jBantarjatj ke atas 

nama Penggugat, seger.a setelah putusan atas perkara 

ml; 	----------------- ____________________________ 

Menghujcnm Tergugat dan Turut Tergagat I atau siapa-

pun yang mendapat bak darlpadanya untuk nienge.mbali-

kan tanah da].am keadaan kosong/semula ; ----------- 

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II --

atau siapap-un yang mendapat hak darip'-adanya untuk - 

tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ml 

10, Menyatakan p:uttuan dapat dijalankan terlebih dahulu 

eskipun ada upays ver:zet, banding maupun kassI --

( Uitvoerbaar blj Voor:raad ) ; --------------------

)Ienghukum Tergugat fmaupun Turut Tergugat I untuk: -- 

ernbayar uaag pakea sebesar Rp.1..000.000,- ( satu - 

juta rupiah ) per,  karl keterlambatannya melakeanakan 

isi putusan ml ; ---------------------------------

12. Menghulcum Tergugat untuk rneabayar biaya-blaya yang-

timbul atas perkara mi ; ------------------------- 

Atau: -------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim Pengadilan egeri Bogor ------ 

berp:endapat lain, niohon putusan yang seadll-adilnya 

(ex -aequoet b•no) ; 

-- 	
- 	Menimbang 4. 
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- Menitbang ,bahwa pada liari persidangan yang te]. 

ditetapkan, Penggugat datang menghadap di wakili oleh - 

Kuasanya,. Rinald.lna S Mahdi NH dan 8Lsye Snsana SH - 

Advokad dan Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa K:hnsua - 
tertanggal 18 Mel 2006, dan Pihak Turut Tergugat II 

hadir dipersidangan yaitu Ate Sarah 	dengan Surat - 

Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2006, sedangkan 

pihak Tergugat dan Pihak Tur:ut Tergugat II tidak hadir-

meskipun telah dlpanggil berturut-turut secara sah dan-

patut menurut hukum dengan Surat Panggilan Sidang oleh-

Juru Sita yang ditunjuk Pengadilan NegeriBogor melalul 

delegasi dari Pengadlian Negeri Jakarta Pusat, masing-

easing .: _______________________________________________ 

Tergugat tanggal 12 JUII 2006 , 26 JIJLI 2006 , 

07 AGUSTUS 2006 , 23 Aguetus' 2006 ,. -------------------

Tuxut TergugatI : tanggal 12 JUIJI 2006 , 26 JUlI 2006 , 

07 AGUSTUS 2006 ,23 Agustus 2006 ; -------------------

Turt Tergugat I : Pengadilau Negeri. Jakarta Timur 

Pada tanggal 18 JUNI 2006 , 28 JUNI 2006 , 5 JUIsI 2006 

24 JULI 2006 , 3 AGUSTUS 2006 dan 24 AGUSTUS 2006 ; -- 

-Meniiibang, bahwa oleh karena p:ada hazi persidang 

an pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat I ,tidak 

pernah hadir dan tidak inenyuruh orang la:iLn untuk ------ 

ewaki1inya. di persidangan maka upaya perdamaian dengan 

cara Med1a.ai tidak dapat dilàksanakan tanpa badirnya --

pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat I , dengan 

meiitbacakan Surat Gugatan Penggugat sebagimana telah --

diuiraikan •diataa ; 

-Men.ibang. bahwa atas Gugatan Pengguat tersebut 

pihak.. 
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pihak Turut Tergugat II telah niengajukan surat jawaban-. 

pada .tanggal 14 Agustus 2006 yang pada pokoknya sebagal 

berikut: ---------------------------------------------

I . DALAM BKSBPSI : ----------------------------------- 

GUGATAN OBSCUULIBL ( Bantahan kabur ) ; ----------

- ?ahwa gu.gatan Penggugat kepada Murat Tergugat II --

adalah gugatan kabur atau tidak jelas dikarenakan --

Penggugat tid.ak inenjelaslcan perbuatan hukum yang 

ivana dan apa yang telah dilariggar oleh Turut -------

Tergugat II sesual dengan yang di eyaratkan oleh --

Hukum Perdata dan Hukam Acara Perdata, niaka sudah --

sepantaenya gugatan ditolak atau setidak—tidakflya -- 

dinyatakan tidak dapat diterilna ; ------------------ 

GUGATAN PRENATUB ( belum waktunya diaukan ) 

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut - 

Tergugat II adalah gugatan preinatur ( belurn waktunya) 

oleh karena Turut Tergugat II tidak dan belurn pernah 

ne1akukan perbuatan melawan hukufn yang menyebabkan - 

kerugian terhadap Penggugat sebab salah satu obyék - 

gugatan yaitu Sertipikat M 183/Bantariati belum]Lah - 

dilakukan pencatatati peralihan hak oleh Turut ------

Tergugat II, maka sudah sepantasnYa gugatan --------

Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat di 

teriina; 

GUGATAN EROR in PERSONA ( salah pihak ) ; ----------

Bahwa Gugatan Peuggugat yang ditujukan kepad8. Turut—

Tergugat II adalah salah pibak/alatnat dan tidak 

beralasan bukuin saina sekE.li  oleh sebab akar---------

permasalaban dalam perkara aquo adalah perjanhiarl -- 

utang piutang yang bélurn terselesaikati antara 

- 	 Pe nggugat 
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Penggugat ( kreditr ) dengan Tergugat( sebagai 

debitur .) dan Turut. Tergugat I .Dalam perjanj ian 

aquc Thr-ut Tergugat II tidak pernah ikut serta dan - 

adalah tidak logie apabila dikemudian hari terjadi - 

wanpreatasi oleh salah satu pihaic yang terikat per - 

janjian meinbawa akibat hukum terhadap pihak lain 

yang tidak ikut terlibat dalarn perjanjian aquo, s----

eehingga eecara ynnidia Turut Tergugat II tidak 

mernpuunyai hubungara hukum dengan Penggugatmaupun 

Tergugat dan Turut Tergugat I , oieh karena itu 

Turut Tergugat II mo hon kepada Yang ter:hormat 

I'Iajelia Hakirn yang memeriksa perkara ml untuk -----

mengeluarkari Turut Tergugat Iii. dani per;kara mi 

4. GUGATAN PENGc+UGAT TEL.RH KBDALUAR$A 

Bahwa gugatan yang d1aapaikan Peng.gugat.telah ----- 

kedaluarea atau lewat waktu. Hal tersebut dapat 

Tur'ut Tergugat II buktikan sebagal benikut : ------- 

a. Sesuai. Pasal32 ayat 2 Pe:raturan Pemenintah Nomor 

24 Tahun 1997 tenttang pendaftaran tanah --------

inenyebutkan : " Dalam hal atas bidang suatu 

sudab diterbitkan Sertipikat secara syah atas 

nama orang atau Badan HukuaL yang memperoleh tanah 

tersebut dengan etikat baik dan secara nyata 

menguaeainya, maka p:ihak lain yang merasa 

mempunyal hak atas tanah itu tidak. dapat lagi 

menuntut pelaksanaan hak. tersebut apabila dalam - 

jangka waktu 5 ( lima) tahun sejak dlterblLkannya. 

Sertipikat itu tidak imengajukaa..keberatan secara-

tertulis kepada p'etnegang Sertipikat dan Kepala --

Kantor Pertanahan yang bersangkutan , atau pun 

tidak mengajukan gugatan ke Pengadlian mengenai - 

penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat ----- 

tersebut ' ; -------------------------------- 
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b. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat 

riak khtilik Nornor 183/Bantarjatj, Stirat Ukur tanggal 

28 Pebuarj 1974 Nornor 46/1 974,. seluas 730 m2 

( tujui ratu8 tiga puiuh meter p:ereegi) dan -----

tercatat pemilik akhir yaitu HARY SOEWARNO, 

terletakdj Kelurahan Bautarjati,Kecamatan Kota 

Bogor Utara , dengan deikian proses penerbitan - 

Sertipikat Hak Nilik Noraor 183/Bantarjati dalam - 

perkara aquo telah keda:Luarsa, oleh karena itu m&-

hon agar gugatan ditolak atau setidak-tidaknya --

menyatakan gugatan tidaic diterirna ; ------------- 

II DLAM POKOK PERKABA 

Pahwa seiva yang diuraikan da1an ekeepsi diataa - 

mohon diixivat da1a pokok perkara yang merupakan - 

satu kesatuan yang tak terpisahkan ( mutatis 

utadie ) ; _____________________________________ 
- Bahwa Ttirut Tergugat II tuenolak tegasdalil-dalil 

gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara 

tegas kebenarannya ; ----------------------------

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 183/Bantaxjati, --

Surat Ukur tgl. 28-2-1874 No.46/1 974 seluaie 

739 n2 dan tercatat pei1ik akhir: yaitu Hary 

Soewarno , telah diproses sesuai dengan ketentuan 

perataran perundang-undangan yang berlalcu T ----- 

- Bahwa Perjanjian p.injam meminjam atau utang -----

piutáng yang telah dibuat antara Penggugat dengan 

Tergugat dan Turut Tergugat I dengan jaininannya - 

yaitu Sertip:ikat HM N¼I.183/Bartarjati secaza 

Hukus pertanahan tidaklah iengakibatkan ---------

pembebanan bak yaitu pembebanan hak tanggungan -- 
terhadap Sertipikat aquo 1arena berdasarkan 

- 	 UU 	. 

- Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



- 15 - 

UTJ No. 4 Tahiri 1996 tentang Hak: Tanggxngan Ata& --

Tanah Beserta enda-benda yang berkaitan Deagan --

Tanah •derkgan penjelasan pasal per pasal 

Pasal 8 ayat (10:)  menyatakan pemberi hak -----

tanggungan adalah orang per'nrangan atau badan-

hukwn; ______________________________________ 

Pasal 9 menyatakan Pemegang hak tanggungan --

adalah orang perseorangan atau badan hnkum 

sebagal pihak yang berpiutang ; -------------- 

c.. Pasal 10 ayat (2) menyatakam gemberian hak 

tanggungan wajib dibuatkan Akta Pemberian Hak-

Tanggungan oleh PPAT ; ----------------------- 

Pasal 13 ayat (1) menyatakan pemberian hak 

tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

ertanahan ,kemudian ayat (2) menyatakan -----

pendaftaran tersebat selambat-lambatnya 7 han 

kerja setelah penandatangan &kta Peinbenian Hak 

Tanggungan ; ---------------- ------------------ 

Pasal 14 ayat (1) meyatakan eebagai bukti 

adanya hak tanggungan ntaka Kantor Pertanaban - 

menerbitkan Sertipikah Hak Tangguogan 

- BaEwa dengan penjelasan point 4 d!iatas , perjanjian - 

hatang piutang antara Peoggugat dan Tergugat serta --

Turut Terguga.t I tidak berkoriselcuensi hukum terhadap-

seripikat yang rnenjadi jaininannya karena Yunidis 

formal prosedural yang telth diamanatkan oleh -------

peraturan er undang_Undangan yaltu UU No. 4 tahun --

1996 be]ium dipenuhi oleh para pihak yang telah ------

mengadakan per janjian aquo Perjanjian tersebut 

lebib bersifat kep'erdataan belaka yang hanya uiengikat 

pihak pihak yang melakukannya dan apabila telab -----

terjad.i wanprestasi maka pihak yang rnelakukan. ----- 

wanprestaeiiah 

so 
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wanpyestasllah yang nLenanggung reslkonya secara 

pribadi saja ; 

- bahwa dalli Penggugat balk dalam posita Maupun eti*a 

dengan menyatakan pezbaliknajaan sertipikat obyek 

8engketa keatas nama Penggugat adalah tidak berdaBar.... 

kab h.ukum sarna sekalj , karena tidak ada alas hak/ --

rechttjtle otentik yang menyatakan d.emikian seperti - 

yang diamanatkan oleh Pasa]. 37 PP No. 24 Tahun 1997 - 

entang pendaftaran Tanah bahwasanya setiap peralihan 

hak balk jual bell, hibah maupun pembebanan hak -----

haruelah dibuatkan aktanya di hadapan Pejabat Pe&,uat 

.Akta Tanah ( PPAT ).. Penggugat dala gugatannya eaa-

sekali tidak snenyinggung mengenal bukti-bukti tertalls 

hitam diatas putih yang dapat menjadi dasar peralihan 

hak atas sertipikat aquo sehlngga d.apat dibalik -----

narnakarii keatas naaPenggugat 

Berdasarican uralan tersebut diatas niaka ThrutTergugat II 

mohon kepada yang terhormat Maje].is Hakim untuk ineniutus 

perkara ml dengan menyatakan : ________________________ 

DLA1 EKSEPSI : 

}Ienerima Ekeepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II 

l4enyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak- - 

tidaknya tidak dapatLditericna 

DALAN POKOK PERKAR). : ------ _ ----------------- __________ 

1.••  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------

2. Menghukuni Penggugat unttk mernibayar biaya perkara 

atau------------------------------------------------ 

Apabila Majelis Hakici berpendapat lain mohon putusan --

yang seadil-adllnya ( ex aquo et bono ) ; ------------ 

animbang . . 
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- l'lenimbang , bahwa terh.adap aurat Jawaban tereebtt 
I 

diatas Peaggugat telah mengajukan Replik pada tanggal - 

28 Agustus 2006 dan atas Replik tereebut pihak Turut --

Tergugat II telah menanggapi. dengan Duplik pada tanggai 

04 September 2006 yang seiengkapnya teriampir dalam 
berkas perkara. ml ; 

--Menimbang, bahwa untuk meneguhkau dalil gugatan 

nya , Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti 

tulisan, yalta berupa P.1 s,Ld. P.18 , bukti-bukti ana - 

berupa foto copy surat-surat, yang telah &icookIcan dengan 

aslinya dan bermateral c.ukup ya.ttt : __________________ 

Foto Copy kuitansi tauggal 26 Oktober. 1985 sebesar. - 

Rp. 2.500.000,_ dari Ibu Soenardi ,diiberi taa P.1; 

Foto Copy Kuitansi tanggal 14 Mel 1985 sebesar -----

Rp. 500.0:00,_ dari Ibu Soenardi 'ak:arta. , dibenl 
tanda P2 ; 

Foto Copy kuitanal tanggal 30 Mel 1986 sebesar -----

Rp. 8.000.000,- dari Ibu Soenard.i Cipinang Gempedak_ 

Skarta , dibenl tanda p.3 ; _______________________ 

Fotc Copy kuitarisi tauggal 5 Juni 1986 sebesar -----

R.p.5.000..000, dari Ibu Soenardi Cipinang Ceinpedak - 

Jakarta , dibeni tanda P.4 ; _______________________ 

. Foto Copy kaitansi tanggal 21 Juni 1985 sebesar 

Rp.2.500.000,... dar:i Ny. Scienardi Jakarta diberi 

tandaP.5 ; ________________________________________ 

Pot:o Copy kuitansi tanggal 2-7-1986 sebesar --------
Rp.5.000.000,- dari Ibu Nard.i • dibeni tanda P.6 ;--. 
Foto Copy Kuitani tanggal 2-7-1986 sebesar US 

5000 , dibeni tanda P.7 ; -------------------------- 

Foto Copy kultani tangga]. 18 Jail 1986 sebesar 

Rp.1.000.000,- dari Ibu Soenardi Cipinang Cepedak - 

Jakarta ,dlbeni tanda P.8 ; ------------- ----------- 
- 	 Foto ... 
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9. Foto Copy Sert1lkat HAK MILIK No. 183 Deaa 

Bantarjatj Kec.. Kota Kaler '( Kota Bogr Utara ) - 

tanggaj 28 Febuari 1974 atas nama H*I Suwarno 

diberi tanda p, 9 

10. Poto Copy Aicte Perkawjnan No. 45/1956 tanggal ----- 

1 Agustus 1956 atas nara Johariee Sunardi dengan --

Joharina Nndang Suwarsi , diberi tanda P.10 ; 

11. Foto Copy Akta Kematjan No. 89/U/JT/2003 tanggal -- 

2 Ju].j 2003 atas naia Johanna Bndang Suwarai , 

diberi tanda P.11 

12. Foto Copy. S1JRAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 

16 JUNI 2003 atas: nama -]Lr. To)tQ)H$ $unardj dick --
diberi tanda P.12 ; 

13. Poto Copy Aicte Kelahiran No. 1167/1 957tanggal 

14 Oktober 1957 atas naraa Heribertus Setijonoegroho 

diberi tanda P.13 ; 

14. Foto Copy .Akte Kelahiran No. 674/1960 tanggal 

23 Mel 1960 atas nama Hilde Gardis Setiowalijoenjati 

diberi tanda P.14 

15. Foto Copy Mcte Kelahiran No.602/1962 tanggal 

11 Mel 1962 atas narna Hermanue Se:tyotriwahyoe 

0etomo ,. diberi tanda P.15 ; 

16. Foto Copy Akte Kelahiran No. 1674/1963 tauggal 

21 November 1963 atas nana Joejoen Hyacintha 

Septopadina Dajafi, diberi tanda P.16 ; ___________ 

17. Foto Copy Surat tertanggal Jakarta 30 Januari 2006-

Per:ihal Tindak lanjut Penyeleeaian Masalah Utang -- 

Plutang Antara. Ny. Han Soewarno dan Ny. Soenardi - 

diberi tanda P.17 ; ________________________________ 

18. Foto Copy Surát Pernyataan tangga]. 0/ Oktober 2006 

	

atas naa YtJSRI HALIK 	diberi. tanda P.18 ; ------- 

Baliwa surat bukti berupa foto copy diberi tanda P.1 

sanipal fiengan, P.18 telah disesuaikan dengan aselinya di 

- 	 muka 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



- 19 - 

muka persidangan dan telah dibububi inaterai yang cukup 
eehungga dapat dijadikan sura bukti yang 8yab ; ----- 

Menimbang, bahwa selain bukt tertulie , 

Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuic didengar - 
keterangannya &i persidangan yaitu : ------------------ 

Bakal $URATMO. , 
Sakgi 	SITI NIJBJiNI , 
SaIcel 	TRI SULARSIR , 

Di bawah swnpah pada pokoknya menerangkan sebagal -----
berikut: _____________________________________________ 

saksl $TJRATMO menerangkan : -------------------------
",bahwa 

.----------------------- 

bahwa saksi kenal dengan Ibu Johana Entang Swiwarl 

isteri dar-1 Bapak Johanea Soenardi ----------- 
- 	bahwa Ibu Johana Hadang 2uwar si telah meniuggal - 

dunia pada 4tahun yang lain ; ------------------
- bahwa saksi mengetahul kajLau almarh.wn Thu Johana- 

Endang Suwarsi ada hubungan bisnis dengan Ibu 

Soesilawati atau Ibu Haxi Soewarno ; ----------- 
- bahwa rumah saksi dekat derigari rumah aimarbum Ibu 

Johana Endang Suwarsih , dan saksi suka main kern 
mahnya; -------------------------- ------------ 

- bahwa saksi sering melihat. Ibu Soesilowati atau - 

Ibu &iTSoewarno  ada dirumak Ibu Johana Eneang-

Suwars.ih; ______________________________________ 
Saksi SITI M1ThWARNI , . inenerangkan 

- bahwa saksi kenal dengan aimarhum Ibu Johana 
ndang Suwarsi dan Bapak Jobanes Soenardi ; -----

bahwa gakai selain pertiah menjadi pegawai. tayasain 

Ibu Johana EndunIg Suwrs1 juga ada bubungan dagang 

bahwa...k 
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- - bahwa ibu Johana Endang Suwarsi sudah meniuggal - 
'Q 3 tahun yang lalu ; ----------------- -----------

- bahwa aimarbum Ibu Jo'bana Endang Suwarsi mempunyal 

4 Gzang anak ; --. 
- bahwa a]iaarhwn Ibu Johana Endang Sawarsi perrAah - 

engatakan kalan mempunyai tanah d.i Bogor dan 

pada tahun 1980 saksi pernab diajakmellbat 

tanahriya ; _______________________________________ 
- bahwa pada waktu saksi nLelihat tanabnya belum ada 

bangunan diatsnya ; _____________________________ 
- bahwa setuasa bidupnya almarhurn ibu Jobana Bndgp. 

Suwarsi dengan saksi ada hubungan dagang batik - 

danperhiasan; _________________________________ 

3. Saksi TR.I SULARSIH igenerangkan : 

- babwa saksi kenal dengan ibu Johana Endang 

Suwars.i , in, ternan dari kecil ; 

- 	bahwa. . Ibu Johana Endang Suwarsi isterl dari Sapak 

Jehanes $oenardi ; _____________________________ 
- bahwa Ibu Johana Endang Suwarsi sudah meningge3.- 

dunia; 

- bahwa ibu Johana Endang Suwarsi dan Bapk ----- 

Joobanea Soenardi mempunyal 4 orang aak; ------

bahwa pada waktu saksi ada dir umak ibu Johana --

Endoag Suwarsi , datang aeorangbtamt laki-laki-

ineuyerahkaEk sebuab Sertifikat atas naua Hail. 

8oewazno ; -------------------- -------------- 

- bahwa saksi pernah diminta tolong aendata a5et - 
niIik keluarga Ibu Johana Snd.ang Suwarsi dan 

Bapak Johanee Soenardi diantaiaflya berupa tariah 

dan numah; -------------------------- 

Menimbaug 
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Me:nibang, bahwa teiab.didengar pula keterang 

an Penggugat pririsipal / asei.i diparsidangan yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---------------
- bahwa Johanes Soenardi adaiah isteri dan. Joliana 

Endang Sawarsi ; -------------------------------------
- bahwa iteni peuggugat ( Johana Bndaug Suwarsi ) telab 

meniuggal dunia pada tanggal 2 Juni 2003 ; ----------
- bahwa dan pe.nlrawinannya teiah dikaruniai 4 orang -- 

anak 

- bahwa Penggugat kenal dengan Ny. Soesilowati, auami-

nya. adalab tezan dLi Angkatan Darat ; ---------------- 
- bahwa Penggagat mengetahui ada r&aeaiah antara isteni-

nya ( aim. Johana Endang Suwctxsi) •dengan ibu $oeeilo-

wati mengenai pinjainan nang dan tahun 1965 Bampai --

tahun 1988 dan akan membenikan keuntungaci sebesar 

10 % ; 
- bahwa ternyata per janjian tersebut Cadak ditepati oleb 

ibu Soesilowati ; ___________________________________ 
- bahwa setelah tidak bisa mengeEbaiikan pinjanianflya -- 

ibu Soesilowati meyenahkan eartifikat taaah yang 

iokasinya di Ji. Seiang Bogor ; 
- bahwa kanii sudah berusaha berteu dengac pihak ibu -- 

$oesiiowatin dan anak_anakrlya , terachir.  tahun 2004--

tetapi tidak ada reaiieasiflya ;' __________________ 

-Meninibang, bahwa untuk menegtahkafl dalil -------

sakgkalannYa , Turiut Tergugat II meugajukan bukti -----

tu].isan , T.T.II-1 dan T.T.II-2 , yang telab dicocokkafl 

sesual dengan aeeiinya dan bermateral cukup yaitu 

1 • .Foto Copy Buku Tanah liak Milik No.183/Kei.Bafltaxjati 

Eec. Kota Kaier ( iota Bogor Utara. ) atas narna ----- 

HARY SOEWARNO , dibeni ta.nda T.T.1 ; 
- 	 Poto 
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2. Poto. Copy Suzat Ukur tanggal 28-2-1974 No.46/1 974 --

luas 730 m2 , diberi tanda 2.T.II-2 ; -------------- 

i 	 -------Menimbang, bahwa akhirriya Penggugat dan Turat - 

Tergugat II mengajukan Kesimpulannya masing-wasing --

p'ada tanggal 17-10-2006 ; ----------------------------- 

Menimbag, báa untuk rnenyingkat uraian putnean. 

iril maka segala seaua.tu yang tecatat da]Lam Berita 

Aaara porsidangan yang isinya dianggap merupakan. bagian 

dan monjadl satu kesatuan dengan pwitusan mi ;. -------- 

Nenmnibang, bahwa. selanjutnya ke&ua belah pihak-

yang hadir memohon putusan ; -------------------------- 

------------------ TENTANG HUKiThINYA 

DALAIkI 3KEPSI : 

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam ------

Ekepsinya pada poin 1 menyatakan Guatan Penggugat 

kep:ada Turtait Tergugat II kabur atau tidak jelas di 

kareQakan Gugatan Penggugat tidak inenjelaslcan perbuatan 

hukum aana dan apa yang teiah diianggar oleh Tnt.ut 

Tergugat II se.auai dengan yang disyaratkan oleh Hukuni - 

Perd.ata dan Hukum Acara Perdata ; ____________________ 

. Me.niebaflg, bahwa Turut Tergugat II pada poin 2-

enyatakan Gugatan Penggugat pren!iatur ( beluin waktunya- 

di ajukan ) oleh karena Turutt Tergugat II tidak dan --

belum pernah inelakukan perbuattan melawan hukum yang -- 

utenyebabkafl 
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menyebabkan kerugian terhadap Penggngat ; - - 

-Meninrbang, bahwa P'enggu.gat nxenanggai eksepsi - 

pihak Puut Tergugat II pada point 1.2 pada pokoknya --

sebagai berikut : ----- ---------------------- ----------

Bahwa Penggugat meno1ak Ekeepsi Turut Tergugt II pada-

polo 1.2 dan menyatakan Gugatan Penggagat buan1ab 

seazata-ata dida8arkan kepadia tindakan Tneut Tergugat II 

kareria daiam posita maupun Petitam Gugatan Penggugat --

samla sekali tidak menyebutkan adanya perbuatan buku a 

ataupun perbuatan te1awan hukwn yang dilakukanoleb 

Turut Tergugat II ; 

-Menimibang, bah.wa. Turut Tergugat II daI{a ------

Bksepeinya pada polo 3 rnengataan augatan Pengugat Error 

in persona , salah pihak /alama.t dan tidak beralasan --

hukua, sebah akar peraasaiahan dalam perkara ml adalah 

perjanjlan utang piutang antara Peoggugat dengan ------

Tergugat dan Turut Tergugat I ; 

-Menibang, bahwa Tarot Tergugat II dalam ------

3ksepsinya pada point 4 menyatakan Gugatan; Peoggugat --

telah kedaluarsa atau lewat waktu,; 

-Menimbang, bahwa 	gut Jgai Bkeep:sle-- 

iakTurdt Tergugat II pada point 3.4 sebagai berikut-

Bahwa Turut Tergugat II dimiibatkafl dalam perkara lot - 

adalah sebagai konekewe osi hukuzn yang dijEohonkan hatuk-

tunduk dan patah atas putusan perkara mi ,,sebagai pihak 

yang berwenang untuk memprosea balik nama SertiZikat dan 

untuk pelaksaflaaunYa adalah berdasarkan putusan perkara 

jul yang telah niepunyal kekuatan buktirn ; 

- 	
Me;ninibang ...j 
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i'Ie.ninzbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut 
diatas ,lviajeljs berendapat terhadap surat Guatan 

Penggugat sudah jelas dan tidak kabur , oleh karena iltu 

eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan 

haruslah ditolak ; 

DAIA14 POKOK PERKAR.& : 

Meniibang, bahwa gnaksud dan tujuan Gugatan 

Penggugat ad.alah sebagainana tersebut di a.taa ; ------- 

------- Nenimbang, bahwa sengketa antara Peuggugat dan 

Tergugat dan Turat Tergugat I serta Turut Tergugat II - 

pada pokoknya berdasar atas : ________________________ 

Penggugat mendaijikan : ............................... 

- Bahwa Penggugat adajj.ah ahli wane yang aah dan 

livarhum Yohana Radang Soewarsi ; ------------------- 

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah melaknkan 

perbuatan ingkar janji ,' wanprestasi. ; -------------- 

- bahwa antara isteni Peuggugat ( dalain hal ml Johanes 

Soenardi) sekitar tauggal 26 Oktobe.r 1985 s/d. tanggal 

18 J1JLI 1986 telah meminjamkan aecara. bertahap kepada 

Tergugat ,Ny. T Soesilowati alias Ny. Hari Soewarno-

uang sebanyak Rp. 24.5.00.000,- ( dna pnluh empat juta 

lima ratus nba nup.iah ) ditarnbah da]lam bentuk dollar 

sebesar U$ 5.000 ; ________________________________ 

- Bahwa Tergugat berjanji kepada Almarhuin Ny. Yohana --

Endang Soewarsi akan melunasinya dalani waktu kurang - 

lebih 2 (dua) tahun atau selambat-lambatnya. pada 

tanggal 18 Oktob.er 1988 ; --------------- - 

- Bahwa pada waktunya Tergugat tidak meinenuhi janji 

kewajibanaya 
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kewajibannya kepada Almarhuini Ny. Yohana Endang ------

Soewarsi untuk niengembalikan hutang pokok sebe.ear -- 

H.p. 24.500.000,.... ( dua puluh epat juta lima ratua --

ribu rupiab ) dan ditabah mata nang Dollar Amerika - 

sebeear US . 5.000. ( lima r.ibu dollar Amerika -- 
- Bahwa Ter-ggat telah menyerahlcan Sertifikat a.seli Hak 
Nilik No. 183/ Bantar Jati atas uama Hari Soewarno - 

( Suami Tergugat ) atas sebidang tanah yang terletak-.. 

di Propinsi Jabar, Kodya Bogor, Kec. Kaler (..Kota 

Bogor Utara )Desa Bantar Jati yang dike nal aebagai - 

alan 8e:lang No.10 seluas 730 a2, sebagal pelunasan - 

pinjaman, p:enyelesaian pembayaram hutang Tergugat 

kepadaAlmarhum Yohana -Endang Soewarsi ( isteni 

Penggugat Johanea Soenardi ) ; ---------------------

- Bahwa pada tanggal 02 JUNI 2003 , Ny. Yohana Endang - 

Soewarsi . telah meninggal d.unia, sehingga penihal --

p:enyelesaian per alihan bak milk atas tanah SRM No. -- 

183/Bantarjati secara Administrasi memb.uat akta jual 

bell belum terlaksana ; ----------------------------- 

- Bahwa pada tanggal 15 Januani 2006 , Turd Tergugat I-

Hari Sulistlo) datarig menernul Penggugat ( Johaneg - 

Soenard.i )1emudian di lanjutkan de.ngari pertemuan pada 

tanggal 23' Januani 2006, antara Kuasa Hukum Penggugat 

dan Turut Tergugat I , dimana pacia pokoknya hasil --

pertenan tersebut adalab : ------------------------ 

-- Turut Tergugat I mengakui adanya hutang Tergugat-
kepada Almarhura Yohana Endang Soewarsi sebe ear -- 

1Hp. 24.500.000,-. dan US 	5.000. yang terjadl pada. 

tanggal 26-10-1985 aId tanggal 18-07-1986 ; -----

-- Turat Tergugat I mengakui ada pebenian ---------- 
keuntnngan 10 %/ bulan atas pinjaman tersebut ,- 

akan tetapi Turut Tergugat I meminta keninganan 

Atas 
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-- Atas perasa1ahan tarsebat ,Kuaea Hukum Penggugat 

eminta. d.ibuat secara tertulis ; 

-- Di persoalkan adanya barigunan rumah tanya seijin - 

Penggugat yang didalilkari oleh Turtt Tergagat I-

bangunan sudah ada. sejak tahun 1973 , sedaagkan 

pada SffM 183/Bantarjati tersebut adalah tanab. 

kosong ; ----------------------------------------- 
-- ahwa Turut Tergugat I aelalul kaasanya pada 

tànggai 30-.01-2006, mengirim aurat yang isinya 

p'adapokoknya:------------------------------------ 
- Tergugat dan Turut Tergugat I eetujn dan sepakt 

dengan butir-butir yang teiah dibicarakan dalam- 

perteinuan ; -------- ---------------------------- 
- Atas keutungan yang di janjikan , Tergugat dan-- 

TurutTergugat I ininta diturunkan dari 10 % 

menjad.i 6 % perbulannya ; ----------------------

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugatl tidak pernah -----

zerealisasikan hasil per temuan dan surat yang telah - 

dikinhinkan kepada pihak Penggugat sebagai peinenuhan - 

janji-janji 	untuk snenyelesaikan kewajibaflflya ----- 

kepada Penggugat ; --------- 

- Bahwa o].eb karena Tergugat dam, Turut Tergugat I tidak 

zemenuhi kewajibannya kepada Pe:nggugat, maka -------- 

Penggugat berkeinginan mendapatkan kepastian hukum 

atas SaK Na. 183/Bantanjati yang ada p:ada Penggugat - 

untuk dapatdibalik nama ke atas naa Penggugat -----

sebagai pelunasan p.Dinjamlan hutang 'Te.gugat kepada -- 

Penggugat ; _________________________________________ 

Menliubang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I- 

tidak pernab hadir, d.ip'ereidaflgafl hingga terhadap dalil- 

Aalil 
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dalil Penggugat diatas Terguga.t dan TurtTegugat I 

tidalc di8ngka1 inaka per:ihai di atas sudah dapat wenjadi 

taktatetap ; ----------------- ---------------- - -------- 

------- Menibang, bahwa p:ihak. Tuut Tegugat II adalah 
'tr 

¶ mernpakan pihak yangvkait oleb karena adanya ----------

koneekuensi hukum yang terjadi antara Pihak Tergugat --

dan Tergugat &an Turut Tergugat I ; ------------------- 

------- Menimbang.,-  bahwa eelanjutnya £eekiptn Tergugat 

dan Tnrt. Tergugat I tidak menyangkal. dalil Pe.uggugat-

namun Petigadilan akari niemertimbangkan apakah dalil- - 

dalil Penggugat telah dapat dibuktikan berdasarkan 

bukti-bukti yang telah diajukan di Pengad.ilan ; ------- 

-enibang, bahwa dari surat.b•ukti R.1O,. 2'.11,--

P.120  P.15,  P.14, P.15 , p.16 dan dari keterangan 

eakal ibw Siti. Murwartil dan ibu Tri Stiiarsili dan dan - 

keterangan Bapak Johane5 Soenardi di persidangan malca - 

dalil Penggugat adalah aiii wanis dari Ny. Yohana -----

Endang Saewarsi telah terbukti maka dalil Penggugat 

pada butir 1 .dapat dlk:abtalkan ; _______________________ 

Menibang, bahwa dar:i surat bukti P.1 ,P'.2 ,---

P.3 ,, P.4 , 'P.5, P.6 , P.7 , P.8 , P.9 maka dalil -----

Peuggugat bahwa telah per nah terjadi Tergugat ---------

meinjam uang dari Alamarhuin Ny. Yobana Endang 8oewarsi 

aesual dengam. butir 4 surat Gugatan Pen.ggugat dan telah 

di&ukung dengan keteratigan saksi ibu Siti Murwarni dan—

iba Tri Sularsib inaka dalil Penggugat pada Petitum 4 -- 

dapat dikabulkan ; ______________________________ 
enimbang .. 
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- Menimbang, bahwa mennrat Peaggugat ., Tergugat - 

dan Tuut Tergugat I teiah melalculcan wanpreetasi 

ingkat janji tidak mementhj kowajiban pembayaran kepada 

Ny. Yohana Endang Soewarj maupun kepada ahil warianya... 

Menimbang, bahwa dari eurat bukti P.17 yalta --

eurat yang dikinimican oleh Kuasa/81ieitar dan 

Tergugat Ny. Karl 8oewarno ,tanggai 30 Januani 2006 

peniha]. tindak 1anat penyelenajan Hutang.piutang -----

antara Ny. Hari Soewarno dan Ny. Soenardi (ainiarhum ) - 
isteni Johanea Soenardi kepada Kantor Hukum Henry A 

Tanigan Sa , sebagal / se:1aku Kuasa Jahanes Soenardi. --

pada perteninan tersebut ; _____________________________ 

Menimbang, bahwa d.ani surat bukt.i P. 17 dlhubung 
kan dengan petitum Peaggugat pada butir 3 pada surat --

gugatan, maka petitum Peaggugat pada butir 3 telah 

terbukti dan dapat dikabulkan ; _______________________ 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa -_ 

Tergugat mengakui kepada Alniarhum Yohana Sndang Soewarsi 

dihadapan Penggugat ( Johanea Soenardi ) sudah tidak - 

mampu lagi untuk mebayar hutang sesual dengan yang 

dijanikan dan te:lah menyerahkan Sertifikat Eak Milik No 

183/Bantarjati atas sebidang tanah yang tenletak di 

Proplrisa Jawa Barat, Kodya Bogor ,Kecaatan Kota Kaler 

(Kota Bogor,  Utara ) Désa Bantarjati diLcenal dengan 

a1an Selang No.10 seluas. 730 m2 atas nama Han 

Soewarno ( euami Terugat ) sebagal pelunasan pinjaman; 

iVienimbang 
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- Menimbang, bahwa petitwn - tereebut dii dukung - 

dengan keterarigan eakei-eaksj yait.0 Bapak Suratino ,eaki 

ibu Siti Mu rwarni ,ealcsi ibu Tri Sulareili dan surat --

pernyataau Bapak Yneir Halik ueuaiiaur:at bukti 2.18-- 

aka Petitum Penggugat pada butir 5 teiah terbukti dan 

dapat dikabuikan ; ____________________________________ 

_ blenimbang bahwa olh karena. petitum ke-5 dapat-

dikabulkan , eelanjutnya L!lajelie Hakim clempertinibangkan 

petitum Ice 7 sebagal benikut di bawab mi ;. ----------- 

- l'lenimbang, bahwa Penggugat pada kenyataannya --

teiah eienima dan &enguaaai SenifiIcatHak Milik No). 183 

/Bantaxjati atas naxna Hari Soswarno yang tenletak di Ji. 

Selang no.10Ke1. Bantarjati,Rec.Ko:ta Kaler (Bogor 

utara ) Kodya Bogor naun Peaggugat beiwn inendapatkan - 

kepastian hukumi atas kepemililcan '.hak dari Sertifikat - 

Hak Milik No. 183/Bantanjati tersebut ; --------------- 

------- Menimbang, bahwa untuk medapatkan kepastian - 

kepemilikan hak tersebut:, malca sebagal upaya terakhir - 

( Ulftium Reinidium ) Penggugat dapt memohon, ke.n kepada - 

adan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat II ) untixk --

mepro•ses balik nama Sertifikat No..183/Baritarjati atas- 

nam&.Hari Soewarno keatas nama Penggugat 	sebagaimana.- 

yang diatur Bab VIIpasa1 125 ayat 1 dan 2 a P'erme.na-

No.3 tahun 1997 tentang ketentw.n pelaksanaan PP  No. 24 

/ tahnn 1997 tentang/ penihai. Pe;rubaban Data Pend.aftaran 

Tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadulan ;• - 

-------I1eniinbang, bahwa pertinbangari yang barn ------ 

- 	 disebutkan ... 

Sahnya Proses..., Denny Kurniawan, FH UI, 2008 



- 30 - 

disebutican di atas , Majelis 1akim berpend.apat maka 

petitnrn Ice- 7 ,.beralasan menurut hukurn oleh karena itu- 

dapat dikabuikan ; 

Menimbang, bahwa perihal petitwn Ice 8, Majelia_ 

n1empertimbargkan, bahwa eesuai dengan $ertifikat Halt--

Milik Na. 183/Bantarjatj yang menjadi obyek adalah. 

berupa Tanah kosong , maka sudah sepatutnya pula yang -. 

akan menjadi obyek pada berikutnya. adaiah sama dengan - 

obyek sernula ; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap obyek 

Sertifilcat Hak Milik No 183/Bantarjati tersebot -----

diatas adaiah beralasan untuic rnengernbaiikan keadaan 

tanah dalarn Iceadaari kceorig/secuia ; ___________________ 

Menibang, bahwa maka dani pertirnbangari diatas-

petitum Ice 8 dan Ice 9,beralcan dan dapat dikabuikan ; - 

ZIenimbang, bahwa peti turn Penggugat Ice -10, -----

Majelis rnempertirnbarigkan sebagal benikut di bawah mi : 

Menirbang, bahwa peti turn Penggugat Ice 10, ------

rneohon agar Putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu 

meskipun ada upaya Verzet,banding inaupun kasasi ( _____ 

uitvoerbaar bij voorraa..d ), menurut pendapat Maje].i8 --

11akirn, tidak cukup ber.alasan unt:uk dikabulkan dan dalam 

hubungan mi harus diperhatikan pasal 180 HIR/191 RBG - 

dan SEMA No. 03/1978 yang meneritukan secara ketat 

syarat-syaratnya agar tidak begitu saja dapat --------

rnenjatuhkan putusan yang dapat dllaksanakan ter].ebih --

dahulu oleh karena itu pet iturn tereebut harus di1tolak; 

Menimbang 
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.Menlnrbang, bahwa petitwn Pengugat kei1 terLtang 

apabila tidak di penuhlnya. kewajiban untak jnelakukaa --

perbuatan yang telah diwajibkan di lakaanakan, maka d.ap.t 

diganti dengan pebayaran sejumlah nang seperti yang --

diatu.r pada pasal 225 HIR/pasa1 259 RBG ; -------------- 
I 

- ------ Menimbang, bahwa o3.eh  karena yang menjadi awal - 

sengketa pada gugatan mi adalah pinjarn meminjam uang - 

maka ffrajelis .tidak• ineandang per1u untuk mererapkan 

pasal 225 11Th terebut, maka. petiturn Penggugat ke-Il --

tidak beralasan dan harus ditolak ; ___________________ 

Nenimbang, bahwa. selanjutnya mengenaf. petitam - 

pada butir: ke-12 ,nenarut: pend.apat Majella.beralasan 

untuk dikabu] Iran ,oleh karena itu dari uraian uraian --

yang dikernukakan di atas ,ternyata para Tergugat telah-

bezada diihak yang kalah, dengan demikian adaiah patut 

apabila aengenal biaya-biaya. yang timbul da]Larn perkara 

mi dibebankan Ire para tergugat tersebut ; ------------- 

------ Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut --

Tergugat II sebaga± pihak dalarn: perkiara ml yang 

berkaitan pula dengan realisasi dari putusan mi maka - 

beralagan hukarn Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II-

hams dinyatakan tund.uk  dan agar padaaya rneina.tuhi -----

putuaanjul ; --------------------------------- ----------- 

------- Menirnbang, bahwa karena Penggugat hanya berhaail 

rnernhulztikan se;bagian dari da].il gugatannya, maka. ------

pengadilan hanins menyatakan uerLgabulkan gugatEn -------

Penggugat untuk selain dan seiebihnya ; --------------- 

Menitnbang 
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Me.:nignbang , bahwa bukt;i-bktj lainnya yang 

tidak dip'ertimbangkan I.arena dianggap tidak relevan -- 

dan di kesapingkan ; - 

Mengingat, \ undang_ufldag dan.Ketentuan serta 

peraturan_peraturan:.1ain yang bersangkutan : -------- 

-- MENGADILI -------- 

DALAM EKSEPSI ERSEPSI : 

Menolak Eksepsi Turut Tergugat II ; __________ 

DALAM POKOK PERKAR.A : ________________________________ 

Mengabulkan Gugatan Peuggugat untuk sebagian 

Menyatakan Peuggugat adalah ahliwaris yang-

sahi dari A1niarhum YQharia Endang Soewarai ;- 

Menyatalcari sah Hutang Piutang antara ------

Peuggugat dan Tergugat tahun 1986 sejulDilah- 

Rp. 24.500.000, - dan US 	50.0.0 ; ----------- 

Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I --

telah melakulcan perbuatan ingkar janji / --

Wanprestasi ; ------------------------------ 

------- t). Menyatakan sah peuyerahari Sertifikat Hak --

Milik No.183/Bantar Jati oleh Tergugat 

kepada Alinarhum Yohana Endang Soewarsi 

sebagai jaininan p3lunasan hutang Tergugat - 

pada tahun 1986 sebesar Rp.24.50.0.000,- dan 

us. J6 5000,- ; 

6. Menyatakan . 

7; 
( 
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. Menyataan Periggugat berhajc merltrntut 

pernenuhan hutang tersebut melalul ________ 

pejua1an tanah yang terletak di JaJLan 

Selang No.10 Kelurahan Bantarja.tj  , -------

Kecaiaatan Kota Kaler. (Bogor Utara 
) Kodya_ 

Bo-gc,r ,, tercatat Sertjfjkat No. 183/ ----- 
BarLtarjátj ; 

IVIemr:intahkan Turut Tergugat II untuk 

niemproges Balik riama. Sertifikat No. 183 I-
Bantariati keata,s nanra Penggugat ; ------ 

-8. l'1enghukum Tergugat dan TuruthTergagat I --

atau siapapun yang nrendapatkan hEk dan 

padanya untuk mengenrbaja tanah da]Lam --

keadaan kosong / semula ; ................ 

Nenghukum Turut Tergugat. I dan Turut ------ 

TergugatII atau siapapun yang mendapat --

h-ak dari padanya untuk tunduk dan patuh --

melaksanak:an isi putusan ml ; ___________ 

Nenghukwn Tergugat untuk memba'ar biaya. - 

biaya yang tiinbul dalam perkara mi aebesar 

Rp.519.000,.... ( lima ratue sembilan belas - 

ribu rupiah ) ; __________________________ 

Menolak gugatan Periggugat selain selebihnya 

Demikianlah diputus clala,n musyawarah 1ajeils - 

Hakiin Pengadilan Negeri Bogox pada hari ; K A M I S --

tanggal T U J U H bulan DESEMBER tahun DUA RIBU ENAIVI_ 

oieh kanii BNDAH DETTY PERTIWI S.H. SBBAG-AI hakim k---

Ketua ANDI RISA JAYA SH.M.Hum. dan SRI ASM.âRANj 

n.asing_masing sebagal. Hakini Auggota , Putusan mania 

pada han. K A N I S tanggal NPAT BELAS bulan 

DESEMBER 
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HAKI1 .KETUA 

NDAH DETTY 

ur 

. 	.. 	,,• 	V 
DBSEER tahun iJtJJ RIBU uA1 teiah diucapka dimuka 

persidangan yang ter.buka untuk wIum oieh Hakim Ketna 

S tersebut denga dihadiri ANDI,  HISA J&YA SH.11.bum danj 

SRI ASMARANI S.H. masiQg...masjn ee.bagai. Ha1cimAngta 

d.ihadjrj. oleh ANI RISTUWANTI , Pan1tea pengg4nti 

Kuasa Penggugat taripadihadirl Tergugat. ,Turut -------

Tergugat I. dan Turut. Tergugat II ; ------------------- 

HAKIM,HjLXIM ANGGOT.A 

o 

ANDI RISA JAYA SH.M.Hum. 

SRI ASM.AR..ANI S.H. 

• 

PANITERA  

ANI RISTOWANTI 

Perincian biaya 

— Nateral .......Rp. 	6.000, 
— Redaksj 	R.P. 	3.000,- 
-. Panggiiau .....Rp.. 460.000,.. 
— Administrasi .. Hp. 50.000,- 

Jumlah Rp. 510:.000.1._ 

a 
U 
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